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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya 

Di era globalisasi tahun 2000-an ini kegiatan pasar modal semakin berkembang 

pesat, gemuruh dan hingar bingarnya pasar modal terjadi dimana-mana tidak terkecuali 

di Indonesia, dimana pasar modal telah menjadi suatu target, banyak pikiran dan uang 

dicurahkan oleh banyak orang. Pasar modal merupakan suatu tempat dimana orang 

memainkankan perannya sendiri-sendiri . Ada peran yang memerlukan uang tetapi ada 

pula peran yangjustru kelebihan uang, sehingga perlu tempat berinvestasi . Dan ada pula 

mereka yang hanya sekedar punya hobi berspekulasi, mereka berlomba-Iomba untuk 

sekedar meraih untung disana dan untuk itu sering terjadi trik-trik bisnis (sehat atau 

tldak sehat). 

Pasar modal sama dengan pasar-pasar biasa lainnya, di pasar modal juga 

berkumpul orang-orang untuk melakukan perdagangan, misalnya dengan melakukan 

jual-beli . Namun dalam hal ini yang diperdagangkan adalah efek yang bersangkutan. 

Efek disini berupa dana-dana jangka panjang yang merupakan utang yang biasanya 

berbentuk obligasi dan ada juga dana jangka panjang yang merupakan modal senctiri, · 

bi asanya berbentuk saham. 
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Dalam Undang-undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 

dikatakan bahwa : 

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan 
perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang 
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. 

Jadi Undang-undang Pasar Modal tidak }:1ember i arti kepada Pasar Modal 

3ecara menyeluruh melain.kan lebih menitikberatkan kepada kegiatan dan para pelaku 

dari suatu pasar modal. Pasar modal memiliki peranan penting dalam suatu 

perkembangan ekonomi di suatu negara, karena suatu pasar modal dapat berfungsi 

sebagai : 1 

1. Saran a untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke 

dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. 

2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia us aha dan 

pembangunan nasional. 

3. Mendoromg terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan 

kesempatan keIja . 

4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi 

5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata 

sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana "open market · 

operation ' sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral. 

6. Menekan tinggir.ya tingkat bunga menuju suatu "rate" yang reasonable. 

7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. 

Departemen Keuangan RI. Seluk Beluk Pasar Modal. Jakarta : t.t, hal. 5. 
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Dalam suatu pasar modal terdapat pihak-pihak dengan benl1acam-macam 

profesi, ada Bapepeam yang bertugas sebagai pengawas, Bursa Efek untuk pasar yang 

tCl1ib, pialang sebagai perantara, penasihat investasi , notaris, penilai , akuntan ,konsultan 

hukum, yang bertugas menganalisis sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan 

ada nya berhagai macam kepentingan dalam suatu pasar modal tersebut maka tidaklah 

mustahil akan muncul sengketa-sengketa antar pihak dalam pasar modal. 

Dengan begitu banyak dan complicatednya kegiatan dan kepentingan para 

pihak dalam pasar modal , maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang 

mengatur pasar modal agar menjacti teratur, adil dan sebagainya. Yang kemudian 

lahirlah Hukum Pasar Modal (Capital Market Law, securities Law). Hukum Pasar 

Modal ini memiliki ruang Iingkup pengaturan sebagai berikut :2 

1. Pengaturan tentang perusahaan, misalnya : 

(a) Disclosure requirement; 

(b) Perlindungan pemegang saham minoritas. 

2. Tentang surat berharga pasar modal ; 

3. Pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal, yang meliputi 

(a) Tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga; 

(b) Tentang profesi dalam pasar modal ; 

(c) T entang perdagangan surat berharga. 

Hukum rasar modal di Indonesia berkembang sesuai dengan perkembangan 

pasar modal itu sendiri , yang puncaknya adalah dengan keluamyo. Undang-undang 

Sumantoro. Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia. Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1988, haL 33 . 
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Pasar Modal yaitu Undang-undang No.8 tahun 1995, yang terdiri dari ]8 bab dan 116 

pasa!. Yang kemudian diikuti oleh beberapa aturan pclaksanaannya Dimana Undang

undang ini memiliki target yuridis, antara lain 3 

I. Keterbukaan informasi; 

2. Profesionalisme dan tanggungjawab para pelaku pasar modal; 

3. Pasar yang tertib dan modern; 

4. Efisiensi; 

5. Kewajaran; 

6. Perlindungan investor. 

Selain hukum pasar modal yang mengatur segala sesuatu dalam pasar modal, 

tidak kalah penting juga perlu adanya suatu lembaga penyelesaian scngketa untuk 

menyelesaikan s(;ngketa-sengketa yang terjadi dalam pasar modal. Karena 

bagaimanapun juga sengketa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, sepanjang 

kehidupannya manusia selalu diwarnai oleh sengketa. Dalam masyarakat tradisional 

sengketa kerap diselesaikan antar mereka dengan menggunakan kekerasan. Sementara 

masyarakat modern menyelesaikan sengketa tanpa kekerasan, melainkan dengan 

memanfaatkan pihak ketiga yang dianggap netral. Pengadilan merupakan sarana yang 

disediakan oleh negara untuk menye]esaikan sengketa antar subyek hukum da]am 

masyarakat tertentu. Suatu masyarakat dapat digolong-golongkan berdasarkan prvfesi , 

seperti petani, pegawai negeri dan pelaku bisnis. Kebutuhan penyelesaian sengketa 

diantara masyarakat berbeda satu sarna lain. 

Munir fuady, Pasar Modal modern (Tinjauan Hukum), Citra Acitya Bakti, Bandung, 2001 
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Para pelaku dalam kegiatan pasar modal temasuk dalam golongan pelaku 

bisnis, yang umumnya menghendaki agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara 

cepat, didasarkan atas keahlian dan tertutup. Bagi pelaku bisnis penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan diangap tidak efisien dan dihinggapi banyak kelemahan. Kelemahan 

pertama adalah pengadilan terkadang kurang r~sponsif terhadap sengketa yang muncul 

di masyarakat sejalan dengan perkembangan peradaban manu~ia itu sendiri. Sengketa 

yang munclli di masyarakat tidaklah terbatas pada sengketa-sengketa tertentll saja, 

berlngai sengkcta yang rumit kerap kali munclIl dan memerlukan penanganan dengan 

pengetahuan teknis tertentu, sehingga dituntut pengambil putusan yang tidak saja adil 

tetapi memiliki keahlian. Kedua, kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan 

dianggap terlalu birokratis mengingat harus melewati tahapan-tahapan yang panjang 

sebelum suatu putusan menjadi putusan yang tetap dan dapat dieksekusi, sementara para 

pelaku bisnis menghendaki putusan yang cepat. Ketiga, dengan banyaknya tumpukan 

perkara, pelakll bisnis pesimis bahwa perkara mereka mendapat prioritas untuk 

diselesaikan. Dengan kata lain, mereka tidak dapat mengendalikan kapan perkara 

mereka dapat diselesaikan, karena semua sangat tergantung pada birokrasi di 

pengadilan. 

Mengingat tiga kelemahan ini dalam dunia bisnis, telah dikembangkan suatu 

lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan ciri yang sama dengan 

pengadilan. Lembaga ini dikenal sebagai arbitrase. 

Arbitase merupakan suatu pengadilan swasta, yang senng Juga disebut 

"pengadilan wasit". Oisini para arbiter bertindak selayaknya seorang wa3it. Arbitrase 
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memiliki pengertian bahwa arbitrase adalah memeriksa sesuatu, atuu mengambil 

keputusar, mengenai faedahnya. Proses yang oleh suatu perselisihan antara dua pihak 

yang bertentangan diserahkan kepada satu pihak yang tidak herkepentingan untuk 

mengadakan pemeriksaan dan mengambil sutu keputusan terakhir. Pihak yang tidak 

berkepentingan, atau arbiter tersebut, dapat dipJlih oieh pihak-pihak itu sendiri, atau 

boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-

pihak itl!. Dalam prosedur arbitration, kedua belah pihak yang bertentangan itu 

sebelumnya telah menyetujui akan menerima keputusan arbiter.4 

Menurnt swnber lain dikatakan arbitrase merupakan salah satu metode 

penyelesaian sengketa yang hams diselesaikan terscbut berasal dari sengketa atas 

stbuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut :5 

( I) Perbedaan penafsiran (dispute) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa : 

(a) Kontraversi pendapat (controversy); 

(b) Kesalahan pengertian (misunderstanding); 

(c) I~etidaksepakatan (disagreement); 

(2) Pelanggaran perjanjian (breach of contract). Terma~uJ.-: di dalamnya 

adalah: 

(a) Sah at au tidaknya kontrak; 

(b) Berlaku atau tidaknya kontrak; 

(4) Pengakhiran kontrak (tennination of contract); 

Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa), Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2000, h. 11 

Ibid ., h. 12. 
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(5) Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi arau perbuatan atau melawan 

hukum. 

Dan menurut Undang-undang Arbitrase No. 30 tahun 1999, yang dimaksudkan 

arbitrase adalah : 

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang 
didasarkan pada petjanjian arbitrase yang dibuat secara terulis oleh para 
pihak yang bersengketa (vide pasal 1 ayat (1) Undang-undang Arbitrase No. 30 
tahun 1(99). 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat menarik suatu 

rumusan masalah yang timbul , yaitu : 

a. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan pasar 

modal? 

b. Seberapa jauh putusan arbitrase mempunyai kekuatan menglkat terhadap para 

pihak yang bersengketa dalam kegiatan pasar modal? 

2. Penjelasan judul 

Skripsi ini mempunyai judul "Arbitrase sebagai Sarana Penyelesaian 

Sengketa Pasar Modal". Arbitrase adalah cara penyelesaian sLlat'j sengketa perdata di 

ILlar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 6 Sarana penyeJesaian maksudnya disini 

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 
Peny~l esaian Sengketa. 
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adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa atau pennasalahan. Dan sengketa 

sendiri berarti pertikaian, perselisihan.7 

Pasar Modal berasal dari bah as a Inggris capital market yang berarti suatu 

tempat atau sistcm bagaimana caranya dipenllhinya kebt.:tllhan-keblltllhan dana lIntlik 

kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat 

efek yang beru dikeluarkan 8 

Setelah melihat penjelasan masing-masing kalimat dari judul maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah arbitrase dapat 

digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pasar modal dan merupakan salah satu cara 

yang paling efektif untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalarn kegiatan pasar 

modal. 

3. Alasan Pemilihan Judul 

Sehubungan dengan judul yang penulis pilih dalam skripsi ini yaitu Arbitrase 

sebagai Sarana Penyeiesaian Sengketa Pasar Modal, penulis merasa judul tersebut 

sangat menarik untuk dibahas karena penyelesaian sengketa di bidang pasar modal 

dalam waktu yang singkat merupakan suatu kebutuhan. Hal ini karena sifat dari 

kegiatan pasar modal rnenuotut penyelesaian secara singkat. Setiap hari , bahkan setiap 

jam, harga saham dapat berubah yang dipengaruhi oleh banyak faktor. 

W.J .S. Poerwadanninta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. XVI, Ba;ai f'ustaka, Jakarta, 
1999, h. 916. 

8 Abdurrahman, A. E nsiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan. Jakarta : PI Pradnya 
Paramita, 1991 , hal. 169. 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ARBITRASE SEBAGAI SARANA ... RULY HELENA SITORUS



9 

Mengingat sifat-sifat tersebut maka waJar saJa jika dalam penyeJesaian 

sengkcta di bidang pasar modal diselesaikan melalui arbitrase . pen~'elesaian dengan 

arbitrase mempunyai karakteristik yang cocok dengan sifat dari sengketa di bidang 

pasar modal itu sendiri. 

Hal ini juga dikarenakan panjangnya proses dan tidak dapat diprediksinya 

peradilan di Indonesia sehingga kurang memberikan kepastian hukum. Apalagi 

sengketa-sengketa di bidang pasar modal mempunyai sifat yang khas yang menuntut 

pengetahuan dan keahlian di bidang pasar modal. Konsep-konsep yang digunakan 

berbeda dengan konsep-konsep yang umum dikenal masyarakat. Sehingga dalam 

penyeJesaian sengketanya diperlukan para hakim yang sudah pemah menyelesaikan 

sengkea di bidang pasar modal atau yang telah memahami segaJa sesuatu yang 

berhubungan dengan kegiatan pasar modal. Hal ini berakibat pada penyeJesaian 

sengketa di bidang pasar modal akan lebih ban yak memakan waktu, jika penyelesaian 

sengketa tidak didasarkan pada keahlian yang memadai .. 

Dengan pertimbangan tersebut diatas, saya tertarik untuk membahas masalah 

ini dengan menunjukkan betapa pentingnya pengaturan arbitrase dalam Undang-undang 

pasar modal. 
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4. Tujuan Penulisan 

Selain untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarJana hukum, maka 

penuIisan skripsi ini dimaksudkan untuk ikut serta membahas mengenai wawasan 

p~mikiran mengenai salah satu bidang dalam hukum perda.ta, khususnya hukum dagang. 

Serta untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman lebih mendalam 

mengenai pentingnya arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dalam kegiatan 

pasar modal.. 

Dari permasalahan yang saya bahas dalam skripsi ini, saya berharap dapat 

1l1ena1l1bah perbendaharaan karya ilmiah dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum 

dagang. 

5. Metodologi 

A. Pendekatan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah 

!Jendekatan yuridis nonnatif, yang berarti pendekatan yang uitinjau dari aspek hukum 

yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukurn pasar modal serta 

arbitrase dengan ditambah sumber-sumber yang didapat dari internet scrta sU1l1ber 

kepustakaan. 
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B. Sumber Bahan Hukum. 

Skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Sumber hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan pokok pennasalahan. Sedangkan sumber hukum sekunder merupakan bahan 

kepustakaan, berupa literatur-literatur, makalah dalam seminar daIt majalah yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan. 

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum. 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan ke berbagai 

perpustakaan yang ada hubunannya dengan bidang penulisan. Kemudian bahan-bahan 

tersebut dikelompokan sesuai dengan komponen pennasalahan yang dibahas dan diolah 

kembali dengan cara memilah-milahnya dari kegiatan diatas diharapkan dapat 

memberikan penggambaran yangjelas dan kostruksi terhadap pennasalahan yang ada. 

D. Analisa Bahan Hukum 

Berdasarkan hasilliputan bahan hukum yang telah didapat kemudian dilakukan 

deskriptif analisis . Hasil dari proses analisa tersebut diuraikan dalarn bentuk uraian 

dalam skripsi ini . 
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6. Pertanggung Jawaban Sisternatika. 

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing 

bab terbagi dalam sub bab. 

Pada BAB r yang merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang dan 

rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, 

metodologi dan yang terakhir pertanggungjawaban sistematika penulisan. 

Pendahuluan diletakkan sebagai bab I karena dirasakan perlu diketahui oleh 

pembaca apa sebenamya latar belakang penulis memilih masalah dan judul tersebut 

sehingga pembaca dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai apakah yang 

sebenamya akan dibahas lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya dalam skripsi ini . 

Pada BAB II skripsi ini membahas mengenai sengketa di bidang pasar modal 

dan penyelesaiannya secara umum, dimana akan dipaparkan lebih dulu mengenai 

pengertian dari sengketa dalam kegiatan pasar modal dan cara-cara penyelesaian suatu 

sengketa. Maksud dari pembahasan bab ini adalah untuk memaparkan mengenai cara

cara penyelesaian sengketa secara umum, yang kemudian dihubungkan dengan sengketa 

dalam kegiatan pasar modal. 

Pada BAB III membahas mengenai penyelesaian sengketa pasar modal dengan 

menggunakan lembaga arbitrase serta dijabarkan juga putusan arbitrase yang 

mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang bersangkutan. Bab ini 

bennaksud untuk menguraikan mengenai arbitrase sebagai sarana penyeJesaian sengketa 

pasar modal secara lebih khusus dan seberapa jauh putusan arbitrase tersebut mengikat 
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para pihak yang bersangkutan dan bagaimana putusan t~rsebut di terapkan terhadap 

pihak-pihak yang bersangkutan. 

Pada BAB IV yang merupakan bab akhir dari skripsi ini berisi penutup yang 

terdiri dari kesimpulan dan saran. Diletakkan pada bab akhir skrlpsi ini karena 

merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan arbitrase 

sebagai forum penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal seperti yang 

dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dan juga akan disertakan saran-saran penulis 

sebagai masukan pemikiran bagi para pelaku pasar modal pada khususnya. 
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SENGKETA DALAM KEGIA TAN PASAR MODAL 

I. Sengketa dalam Kegiatan Pasar Modal 

Sengketa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manUSla, sepanJang 

kehidupannya manusia akan selalu diwarnai oleh sengketa. Dalam kegiatan pasar 

modal, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa. Sengketa dalam kegiatan pasar 

modal dapat terjadi antara Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi atas pelaksanaan 

perjanjian penjaminan emisi . Sengketa dapat terjadi juga antara Penjamin Pelaksana 

Emisi dan Agen Penjualan atau antara Emiten dan Badan Administrasi Efek, bahkan 

sengketa dapat terjadi antara Perusahaan Sekuritas sebagai pialang dengan nasabahnya 

(investorlcustomer). Pada kegiatan pasar modal yang sudah dewasa ini, sengketa yang 

paling dominan adalah sengketa antara perusahaan sekuritas, sebagai pialang dtngan 

nasabahnya (customer). 

Untuk pembahasan mengenai sengketa pasar modal disini akan saya jabarkan 

salah satu contoh sengketa yang terjadi dalam transaksi efek yaitu terjadinya insider 

trading yang sering terjadi pada transaksi efek di Indonesia. Insider trading sendiri 

merupakan istilah teknis yang hanya dikenal di pasar modal, istilah ini mengacu kerada 

prc.ktek di mana orang dalam melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan 

informasi eksklusif yang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atau 

investor.9 Undang-undang pasar modal sendiri tidak memberi batasan yang tegas pada 

9 

hal 31. 
lajib A. Gisymar. Insider Trading Dalam Transaksi Efek. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, 

14 
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pengertian insider trading, melainkan hanya memberikan batasan terhadap transaksi 

yang dilarang antara lain yaitu orang dalam dari emiten yang mempunyai informasi 

orang dalam dilarang melakukan transaksi penjualan atau pembelian atas efek emiten 

atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik 

yang bersangkutan. 

Di Indonesia telah beberapa kali teIjadi kasus insider trading, diantaranya pada 

tahun 1990, kasus PT. Argo Pantes CAP) di Bursa Efek Jakarta, disini PT. A P telah 

melakukan transaksi penjualan sahamnya dengan be{dasarkan informasi mengenai laba 

perusahaan yang didapat dari orang dalam, hal ini jelas temlasuk dalam insider trading 

Jan melanggar ketentuan pasal 190 Surat Keputusan Menteri Keunngan Nomor: 

1548/KMK.01311990 Tentang Pasar Modal, yang menentukan bahwa orang dalam , 

kecuali ditentukan lain dalam peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Bapepam 

sehubungan dengan suatu Perusahaan, dilarang : 

a. Melakukan kegiata.n atas efek perusahaan tersebut dalam hal yang bersangkutan 

mempunyai informasi orang dalam; atau 

b. Melakukan kegiatan atas efek dari perusahaan lain yang terlibat dalam suatu 

transaksi yang telah atau akan dilaksanakan dengan perusahaan tersebut, dalam hal 

yang bersangkutan mempunyai informasi orang dalam yang berkaitan dengan 

transaksi dimaksud.!O 

10 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1199/KMK01 011991 tentang Perubahan 
Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.0 lJ11990, terjad\ perubahan redaksi pada pasal 190 
KMK 1548. 
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Dalam kasus ini PT A P hanya menyampaikan pennohonan maaf kepada 

8apeparn , BE.I dan masyarakat, tanpa ada sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Padahal 

jelas sekali PT A P ini telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu pasal ] 90 

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1548/KMK.0J311990 Tentang Pasar Modal 

can Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka sudah seharusnya 

PT. A P diproses sesuai hukum yang berlaku, baik it.1 melalui Peradilan ataupun 

arbitrase dan dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Hal ini 

mencerminkan betapa lemahnya hukum di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian 

sengketa di pasar modal. 

Se1ain itu terdapatjuga kasus PT. Bank Mashill Utama (B M U), dimana PT. B 

M U merupakan perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta 

pada tanggal 22 April 1994, yang kemudian saham-saham PTB M U tersebut dibeli 

oleh dua investor besar yaitu pertama, oleh Duncanmill Holding Inc yang berkedudukan 

di Virgin Islanf dan kedua dibeli oleh Castlemere Enterprises milik Amir Gunawan 

yang berkedudukan di Singapura. Dalam transaksi pembelian saham ini dinyatakan oleh 

Bapepam telah terjadi insider trading, karen a terdapat suatu fakta material yang 

seharusnya didisclose kepada masyarakat. Dan oleh Bapepam PT B M U dikenakan 

denda sebesar Rp. 7.000.000 karen a dianggap terlambat menyampaikan infonnasi 

kepada Bapepam mengenai fakta material yang terjadi. II dan untuk pemegang saham 

yang melakukan insider trading dikenakan denda sebesar Rp. 500.000.000. 12 

11 Pasal86 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Pasar Modal 
1 ~ Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar 

Modal. 
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Di atas merupakan beberapa contoh sengketa yang terjadi dalam pasar modal, 

nampak terlihat sekali lemahnya pengaturan mengenai penangana.n sengketa dalarn 

kegiatan pasar modal, lembaga peradilan sarna sekali tidak menjalankan perannya 

untuk menegakkan keadilan. Sarna halnya dengan Bapepam sendiri, sebagai lembaga 

yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan pasar modal di Indonesia, lembaga ini tidak 

rnelakukan tindakan apapun untuk memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah atau 

pihak yang telah melakukan kecurangan dalam kegiatan transaksl efek. Karena itulah 

timbul Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Mekanisme Penyelesaian Sengketa 

Secara Koopertaif yang terdiri dari Mediasi, negosiasi, Konsiliasi, Arbitrase dan lain

lain. Munculnya ADR ini dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat 

dalam sistem pengadilan di Indonesia, sehingga pihak yang bersengketa lebih rnernilih 

menggunakan ADR sebagai cara untuk menyelesaikan sengketanya daripada sengketa 

itu dibiarkan saja tanpa ada penyelesaian karena malas melalui alur pengadilan y2.ng 

mahal dan berlarut-Iarut. Hal ini terlihat pada kebanyakan sengketa pasar modal yang 

terjadi di Indonesia, umumnya penyelesaiannya dilakukan dengan cara Alternative 

Dispute Resolution, yang salah satunya arbitrase. Disini lembaga-lembuga pasar modal 

setempat akan menjadi sponsor utama didalam pendirian sebuah forum atau lembaga 

arbitrase, meskipun hal ini belum diatur secara resmi dalam undang - un dang Pasar 

Modal . 
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2. Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal dapat berpedoman pada 

sumber hukum materiil dan formi1 yang berlaku pada sistem hukum perdata Indonesia 

dan juga dapat berpedoman pada peraturan-peraturan yang lebih spesifik, contohnya 

penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal diselesaikan dengan berdasarkan 

pada Undang-Undang Pasar Modal. 

Dalam menyelesaikan sengketa yang bemuansa pidana, Undang-undang Pasar 

Modal memberikan kebebasan kepada pihak yang dirugikan untuk mengaj ukan 

laporannya pada pihak kepolisian ataupun pada Bapepam. Bapepam merupakan 

lembaga yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan pasar modal. Dalam Un dang

undang Pasar Modal ditentukan adanya Bapepeam yang selain sebagai pengawas 

jalannya kegiatan pasar modal, berfungsi juga sebagai polisi dalm!' pasar modal , 

sehingga sengketa yang bemuansa pi dana dapat menjadi kewenangan Bapepam, dalam 

hal para pihak yang bersengketa menghendaki . Dalam menyelesaikan kasus pidana ini 

Bapepam harus aktif rnelibatkan penyidik kepolisian atau kejaksaan uutuk mengusut 

tuntas dan disini bapepam menjadi koordinatomya. Begitu juga sebaliknya jika pihak 

yang dirugikan melapor pada kepolisian, maka kepolisian yang bertilldak sebagai 

koordinator. Yang selanjutnya pengusutan ini akan diteruskan ke pengadilan sarnpai 

dengan keputusan hakim. 

Untuk sengketa perdata dalam pasar modal, dimana upaya damai antara kedua 

belah pihak tidak rnencapai hasil yang maksimal, maka pihak yang dirugikan dapat 
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menuntut berupa gugatan yang dapat diselesaikan meJalui Komite Penyelesaian 

Perselisihan Sengketa Pasar Modal Indonesia (KP3MI) atau melalui Pengadilan Negeri . 

Pada Undang-undang Pasar Modal memberikan suatu alternatif kepada pihak 

yang dirugikan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yaitu melalui badan di luar 

pengadilan atau melalui pengadilan negeri . Berdasarkan hal tersebut diatas maka 

penyelesaian sengketa dalam pasar modal dapat diselesaikan melalui beberapa altcrnatif 

yaitu melalui : 

a. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan 

I. KP3MI 

Oalam hal terjadi sengketa terlebih dahulu diupayakan peny elesaian secara 

damai, dimana proses secara damai im mengedepankan perdamaian dengan tujuan 

selesainya perkara dengan cepat tanpa melalui badan peradilan ataupun badan lain di 

luar peradi lan, serta diharapkan dapat meminimalkan biaya penyelesaian perkara. Akan 

tetapi jika cara damai tidak dapat menyelesaikan perkara yang terjadi, maka pihak-pihak 

yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya pada KP3MI untuk membantu 

penyelesaiannya. Penyelesaian melalui KP3MI merupakan pilihan alternatif dari para 

pihak yang dimungkinkan disini . KP3MI akan membantu penyelesa:annya dengan · 

membeTikan pendapat cara penyelesaian yang seharusnya dilakukan oleh para pihak, 

memberikan jasa mediasi sebagai negosiasi atau rekonsiliator, atau menyelesaikan 

perselisihan selaku lembaga arbitrase pasar modal. 
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Jika para pihak tidak ingin menyelesaikan sengketa melalui KP3Ml , dapat 

membentuk arbitrase sendiri atau \angsung melimpahkan penyelesaian perselisihannya 

ke pengadilan perdata. Dengan ketentllan, jika telah dilimpahkl:tn pada pengadilan maka 

tidak dibenarkan untuk melimpahkan kembali ke KP3MI. Begitu juga bila telah 

dilimpahkan ke KP3MI, maka tidak dibenarkan melakukan banding atau menyelesaikan 

melal ui pengadilan . 

.., ARBITRASE i 

Adanya berbagai kelemahan yang melekat pada lembaga peradilan dalam 

menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat Jiperbaiki atallpun tidak , 

menyebabkan pihak-pihak yang bersengketa berusaha untuk mencari altematif lain atau 

institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar lembaga pengadilan. Arbitrase 

merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sangat 

populer. Dalam pelaksanaannya arbitrase memiliki beberapa kelebihall, diantaranya 

adalah prosedur yang tidak berbelit dan putusannya dapat dirapai dalam waktu singkat, 

selain itu penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase tidak membutuhkan biaya yang 

mahal. Dalam hal hukum mana yang berlaku, disini para pihak dapat memilih hukum 

mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase. Begitu juga arbiter, para pihak berhak 

untuk memilih siapa yang akan dijadikan arbiter. Keputusan arbitrase merupakan 

putusan yang final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi). Mengenai 

arbitrase akan dibahas lebih merinci pad a sub bab selanjutnya. 
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3. NEGOSIASI 

Negosiasi merupakan suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk 

mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para 

pihak.13 Negoisasi dilakukan karena adanya suatu scngketa yang terjadl utau pun hanya 

karena belum ada kata sepakat antara para pihak. Dalam hal teIjadi sengketa dalam 

Pasar modal, disini para pihak yang bersengketa dapat memilih jalan n~gosiasi dengan 

perantara seorang negosiator untuk menyelesaikan sengketanya. Senrang negosiator 

dapat dipilih dari para pihak itu ~endiri, ataupun memilih seorang negosiator khusus 

atau memakai lawyer sehagai negosiator. 

4. MEDIASI 

Selain arbitrase dan negosiasi, mediasi juga digunakan sebagai altematif 

penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dalam pasar modal. Mediasi 

merupakan suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang 

tidak memihak dan netral dan akan bekeIja dengan pihak yang bersengketa untuk 

membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara 

memuaskan bagi kedua belah pihak.14 

Dalam mediasi terdapat pihak ketiga yang disebut mediator, disini mediator 

tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan terhadap suatu sengketa, 

melainkan hanya bertugas membantu dan menemuka.n solusi terhadap para pihak yang 

13 

14 
Munir Fuady, op .cit. , h. 42. 
Ibid., h. 47. 
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bersengketa. Untuk menjadi seorang mediator harus memiliki pengalaman, kemampuan 

dan integritas yang tinggi , sehingga diharapkan dapat mel1sefektitkan proses negosiasi 

di an tara para pihak yang bersengketa. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang mediator 

membagi tugasnya dalam empat tahap, yaitu menciptakan forum, mengumpulkan dan 

membagi-bagi informasi, memecahkan masalah dan peng(1mbilan keputusan. Mediasi 

paling sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan 

banyak pihak ataupun masyarakat. 

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan 

Sengketa dalam pasar modal dapat juga diselesaikan melalui jaJur pengadilan 

atas inisiatif para pihak yang bersengketa, bukan atas inisiatif sang hakim. Maksudnya 

adalah hakim disini bersikap pasif dan baru akan memeriksa serta memutus suntu 

perkara jika para pihak yang bersengketa mengajukan gugatan kepada pihak lawannya 

melalui lernbaga peradilan, jadi para pihaklah yang bersikap aktif dan atas inisiatifnya 

sendiri mengajukan gugatannya melalui lembaga peradilan. Kemudian lembaga 

peradilan akan memeriksa dan memberikan pemecahan atas sengketa yang terjadi . 

Didalam proses peradilan ini terdapat prosedur beracara yang diawali dengan 

pendaftaran surat gugatan di kepaniteraan dan selanj lltnya rnengikuti prosedur beracara 

seperti yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang 

selanj utnya disebut KUHAP). 

Dewasa ini penyelesaian sengketa pasar modal melalui peradilan 1m sangat 

jarang sekah digunakan oleh para pihak yang bersengketa. Karena selain kelemahan 
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yang telah saya sebutkan di atas. proses peradilan juga memerlukan biayn yang banyak 

serta berlarut-larut sehingga memakan waktu yang lama, sedangkan dalam sengketa 

pasar modal dibutuhkan suatu penyelesaian sengketa yang cepat, didasarkan atas 

keahlian, dan bersifat tertutup. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan bagi 

pelaku bisnis dianggap tidak efisien dan dihinggapi berbagai kelemahan. 

Kelemahan-kelemahan lembaga peradilan antara lain adalah, kelemahan 

pertama lembaga peradilan terkadang kurang responsif terhadap sengketa yang muncul 

di masyarakat sejalan dengan perkembangan peradaban manusia itu st!ndiri. Sengketa 

yang muncul di masyarakat tidak terbatas pada sengketa-sengketa tertentu saja, 

melainkan sengketa yang lebih rumit yang seringkali muncul dan memerlukan 

penanganan dengan pengetahuan teknis tertentu, sehingga dituntut pengambil putusan 

yang tidak saja adil tetapi memiliki keahlian. 

Kelemahan kedua, penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dianggap 

terlalu birokratis mengingat harus melewati tahapan-tahapan yang panjang sebelum 

sllatll plltusan menjadi putusan yang tetap dan dapat dieksekusi, sementara para pelaku 

bisnis menghendaki put1jsan yang cepat. Kelemahan ketiga, dengan banyaknya 

tumpukan perkara di lembaga peradilan, pelaku bisnis merasa pesirnis bahwa perkara 

mereka mendapat prioritas untuk diselesaikan, karena sernua tergantung pada birokrasi 

lembaga peradilan . Mengingat kelemahan-kelemahan inilah, maka dalam dunia bisnis 

telah muncul suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan 

ciri yang sama dengan lembaga peradilan, yaitu lembaga arbitrase. Penyelesaian melalui 
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arbitrase mempunyal karakteristik yang cocok dengan sifat dari sengketa di bidang 

pasar modal . 
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PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ARBITRASE 

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase 

Sengketa-sengketa yang te~jadi dalam kegiatan pasar modal mempunyai sifat 

yang sangat khas, yang menuntut pengetahuan dan keahlian di bidang pasar modal. 

Konsep-konsep yang digunakan seringkali berbeda dengan konsep-konsep umum yang 

digunakan oleh masyarakat. Demikian pula tenninologi-terminologi yang digunakan 

pun teras a asing di telinga awam. Apabila sengketa ini diselesaikan melaJui lembaga 

peradilan, kecuali para hakim sudah pernah menyelesaikan sengketa di bidang pasar 

modal, para hakim akan memerlukan waktu untuk memahami segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kegiatan pasar modal ere-educating). Hal inilah yang 

menyebabkan penyelesaian di bidang pasar modal memerlukan waktu yang lebih lama 

dan terjadinya penyelesaian sengketa yang tidak didasarkan atas keahlian yang 

memadai. 

Penyelesaian sengketa di bidang pasar modal dalam waktu yang singkat 

merupakan suatu kebutuhan. Sifat dari kegiatan pasar modal menuntut penyelesaian 

secara cepat dan tepat. Hal lni dapat digambarkan pada begitu cepatnya pergerakan 

harga saham di pasar modal, setiap hari bahkan setiap jam harga saham dapat berubah

ubah dengan dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Berdasarkan sifat-sifat inilah, maka dalam penyelesaian sengketa di bidang 

pasar modal banyak menggunakan lembaga arbitrase. Dalam hal terjadi sengketa di 

25 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ARBITRASE SEBAGAI SARANA ... RULY HELENA SITORUS



26 

pasar modal, mnumnya lembaga-lembaga pasar modal setempat menjadi sponsor utama 

didalam pendirian sebuah forum atau lembaga arbitrase yang secara khusus. Sebagai 

sebuah lembaga arbitrase, maka sehap penyelesaian yang terjadi harus dilakukan sccara 

cepat dan tepat serta memiliki hasil putusan yang mengikat. 

Lembaga arbitrase merupakan lembaga yang sangat tepat untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan atau persengketaan yang ada di dalam pasar modal. Hal ini 

sangatlah relevan dengan naturalitas persengketaan yang terjadi di pasar modal. Dalam 

penyelesaian dengan cara arbitrase dipcrlukan adanya ahli-ahli yang memahami, 

menguasai sekaliglls dihonnati sebagai orang-orang yang memiliki integritas yang 

tinggi di pasar modal. Pihak-pihak yang menjadi arbiter mer~pakan pihak-pihak yang 

secara khusus menguasai tentang pasar modal didalam setiap aspek teknis dan 

fundamental. Agar suatu lembaga arbitrase dapat berlaku efektif, maka harus didukung 

oJeh setiap pihak dan elemen Jainnya, khusl1snya lembaga-lembaga, sepeT1i bursa efek, 

dan asosiasi-asosiasi yang berhubungan dan berkaitan dengan investor, ;Jialang , emiten 

dan lain-lain. 

Menurut pendapat saya penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki 

karakteristik yang cocok dengan sifat dari sengketa di bidang pasar modal, sebab dilihat 

dan sifat kegiatan paS2.r modal yang bergerak sangat cepat dan harga saham dapat · 

berubah sewaktu-v/aktu, maka begitu pula sengketa di bidang pasar modal menuntut 

suatu penyelesaian sengketa yang cepat, mudah dan tertutup, hal ini sesuai dengan 

karakteristik arbitrase yang merupakan lembagC'. penyelesman sengketa yang bersifat 

cepat, mudah dan tertutup. Sehingga kehadiran lembaga arbitrase sangat diperlukan 
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dalam penyelesaian sengketa di pasar modal. Selain itu terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan lembaga ini sangat dibutuhkan di bidang pasar modal, antara lain : 

a. karakteristik penyelesaian sengketa; 

h. kemandirian dari panel arbitrase; 

c. mudah, cepat dan rahasia; 

d. didukung oleh seluruh pelaku pasar modal. 

Oleh karena itu, untuk dapat membantu legal enforcement di pasar modal maka 

kehadiran lembaga arbitrase pasar modal akan dapat meringankan beban dan tanggllng 

jawab bapepam dalam hal perseng1\.etaan yang terjadi di antara pelaku pasar. 

Akan tetapi sebagian besar sengketa pasar modal yang terjadi di Indonesia, 

penyelesaiannya lebih banyak menggunakan \embaga arbitrase Iuar negeri , hal ini 

dikarenakan kurangnya kepercayaan pihak asing terhadap hukum Indonesia. Dengan 

memilih arbitrase luar negeri , maka akan menimbulkan masalah apakah keputusan 

arbitrase asing tersebut dapat Iangsung dilaksanakan di Indonesia. Sesuai dengan prinsip 

hukum acara yang berlaku di Indonesia, suatu keputusan arbitrase asing tidak dapat 

serta merta dilaksanakan di Indonesia, melainkan harus mendapatkan persetujuan lagi 

dari pengadilan negeri Indonesia. Jadi keputusan arbitrase asing dapat juga tidak 

dilaksanakan di Indonesia karena tidak mendapatkan persctujuan dari pengadilan negeri 

Indonesia. 

Jika menggunakan lembaga arbitrase Indonesia, timbul permasalahan juga 

yaitu apakah lembaga arbitrase tersebut mampu dan bagaimana dengan keputusannya, 

apakah memerlukan persetujuan dari pengadilan negerijuga. Dalam kenyataannya suatu 
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putusan arbitrase di Indonesia baru dapat dila~sanakan setelah mendapatkan persetujuan 

dari pengadiIan negeri untuk dapat melakukan eksekusi. 

Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal 

sudah banyak dilakuk.an di negara-negara maju, diantaranya di Amerika Serikat, pada 

tahun 1977, perusahaan sekuritas membentuk Security lndusoy Conference on 

Arbitration (SICA), yang seIanjutnyu. mengeIuarkan hukum acara Uniform Code of 

Arbitration, untuk menyeIesaikan sengketa yang umurnnya teIjadi antara investor dan 

perusahaan sekuritas.15 Oi negara-negara maju badan yang melaksanakan arbitrase 

sudah rnencapai tahapan spesialisasi , di samping arbitrase yang menangani sengketa-

sengketa komersial umum. Berbagai badan arbitrase didirikan secara khusus untuk 

menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis tertentu, Badan arbitrase kategori ini disebut 

sebagai specialized arbitration. Sebagai contoh, ada badan arbitrase yang 

mengkhususkan diri pada masalah-masalah pengangkutan laut, asuransl , dan 

pcrci.agailgan komoditi yang ada di London, New York, dan Hamburg. 16 

Selain itu dikenai juga badan arbitrase yang khusus menangani sengketa dalarn 

kegiatan pasar modal , seperti di Amerika Serikat. Oibentuknya SICA dan Nasional 

Association of Securities Dealers (NASD). 17 

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai arbitrase secara lebih mennCl , yaitu 

mengenai jenis-jenis arbitrase, syarat-syarat a:bitrase dan syarat-syarat untuk menjadj 

seorang arbiter dihubungkan dengan sengkeia pasar modal. 

15 Perry E, W~ llace, Jr. , Seolrities ArbitrC1t ion After Mcma\:on,rodriquez, and the New Rules; 
Can Investors' Right Re::lly B~ Protected, hal.43 

1(, Christian Buhrin3-Uhle, Arbit ~ation and Madiation in International Bu ~ iness, 1lal. 4S 
I ', Ibid , h, 47 
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1. Jenis-Jeni s Arbitrase 

Maksud dari jen is arbitrase disini adalah macam-macam arbitrase yang diakui 

eksistensi dan kewenantannya untuk memeriksa dan memutus persebsihan yang terjadi 

antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Tinjauan terhadap jenis arbitrase 

dilakukan melalui pendekatan ketentuan perundang-undangan dan aturan yang terdapat 

dalam berbagai peraturan. OJeh karena itu pembicaraan tentr.ng eksistensi jenis arbitrase 

tidak hanya bertitik toJak pada Rv, tapi juga merujuk pada Convention of The Settlement 

of Investment Di~putes Between States and National of Other States, Convention on The 

Recognition (l!1d Enforcement of Foerign Arb itral Awards serta UNCITRAL Arbitration 

Rules. 18 Sehingga dapat dikemukakan disini duajenis arbitrase, yaitu : 

1. Arbitrase Ad Hoc. 

Merupakan arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus 

persebsihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan j angka waktunya tertentu 

sampai sengketa itu diputuskan.19 Selesai sengketa diputus, maka keberadaan dan fungsi 

arbitrase ad hoc hilang dan berakhir dengan sendilinya. Arbitrase Ad Hoc dj s~but juga 

"arbitrase volunter" atau "arbitrase perorangan". 

Arbitrase ad hoc pada prinsipnya tidak terikat dan terkait dengan salah satu 

badan arbitrase. Para pihak dapat mengatur cara-cara bagairnana pelaksanaan pernilihan 

para arbiter, kerangku kerja pTOsedur arbitrase dan aparatur administratif dari arbitrase. 

Dapat dikatakan jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan tata cara tersendiri baik 

rnengenai pepgangkata!'1 para arbiter mallpLll1 1llengenai i::ta cara pemel iksaan se;]gketa , 

I X M. Vahya Harahap. Arbjtras~ Jakarta ~jnar Gratt ka, 200 I, haLl 04. 
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sehingga arbitruse ini tunduk sepenuhnya pada mengikuti aturan tata cara yang 

ditentukan dalam perundang-undangan . Oi Indonesia, arbitrase ad hoc tunduk pada 

ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahlm 1999, begitu juga misalnya arbitrase ad hoc 

yang ditunjuk di Singapura, maka akan tunduk pada ketcntuan perundang-undangan 

arbitrase Singapura. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk tunduk pada suatu 

konvensi atau peraturan tertentu, apabila para pihak menghendaki demikian. 

Tentang tata cara pengangkatan arbiter pada arbitrase ad hoc dapat dilakukan 

sendiri atas kesepakatan para pihak. Arbitemya dapat tunggal atau lebih dari satu orang, 

jika tungga] pengangkatannya atas persetujuan bersama dan jika arbitemya lebih dari 

satu orang, maka masing-masing pihak menunjuk seorang anggota, dan penunjukan 

arbiter yang ketiga dapat dilakukan atas kesepakatan atau menyerahkan kesepakatan 

arbiter yang telah ditunjuk para pihak. Selain itu seorang arbiter juga dapat ditunjuk 

o]eh hakim melalui Pengadilan Negeri dengan kewenangannya yang didasarkan pada 

pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, hal ini tentu saja atas 

kesepakatan para pihak untuk menyerahkan masalah penunjukan arbiter ini kepada 

Pengadilan Negeri . 

Oalam pelaksanaannya arbitrase ad hoc ini sering terdapat kesulitan-kcsulitan, 

diantalanya dalam melakukan negosiasi dan m~netapkan aturan-aturan prosedural dari 

arbitrase serta dalarn hal merencanakan metode-metode pemilihan arbiter yang dapat 

diterima kedua belah pihak. Adanya kesulitan-kesulitan ini , menyebabkan para pihak 

yang bersengketa lebih sering memilih untuk m~mbentuk arbitrase institusional 

1'1 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani . Huku l11 A.rbitrasc J"l kal ta : RaiaGrali'ldo Persada, 2000, hal. 
52 
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2. Arbitrase Institusiona1. 

Merupakan lembaga atau badan arbitrase yang sifatnya permanen. Arbitrase ini 

di!'ediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan ~ntuk menampung perselisihan 

yang timbul dari perjanjian.20 Oleh karena arbitrase institusional merupakan badan yang 

bersifat permanen, maka oleh Konvensi New York 1958 pasal 1 ayat (2) diberi nama 

"permanent arbitral body". 

Arbitrase institusional merupakan lembaga arbitrase yang sengaja didirikan, 

dimana pembentukannya ditujukail untuk menangani sengketa yang timbul bagi mereka 

yang menghendaki penyelesainnya di luar pengadilan. Jadi lembaga arbitrase ini telah 

ada sebelum sengketa timbu1. Arbitrase institusional menyediakan jasa administrasi 

arbitrase yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosed ural 

seoagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter. 

Terdapat beberapa lembaga yang menyediakan jasa arbitrase, yaitu : 

a. Arbitrase in!'titu:;ionul yang bersi fat nasional 

Arbitrase ini seperti telah dijelaskan dJ atas, yaitu merupakan badan yang 

sengaja didirikan sebagai wadah permanen. Maka arbitrase institusional yang bersifat 

nasional ini maksudnya adalah badan arbitrase yang sengaja didirikan hanya untuk 

kepentingan suatu bangsa at~u neg:lra, sehingga ruang lingkup keberadaan dan 

yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan. 

Di Indonesia, terdapat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yan~ 

mt'rupakan badan arbitrase ber'Nawasan nasiona1. Ruang lingkup keberadaan dan 

Gunav.an Widjaja & Ahmad Yani, Op . cit , h. 5::' 
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yurisdiksinya meliputi kawasan wilayah Indonesia . Tetapi ini tidak berarti BANI hanya 

menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkadar nasional , melainkan dapat juga 

menyelesaikan sengketa-sengketa internasional , dengan syarat hal itu diminta dan 

disepakati oleh para pihak. BANI dibentuk di Indonesia dengan motivasi untu\.;: 

memenuhi kebutuhan para pengusaha Indonesia yang ingin menyelesaikan sengketa

sengketanya melalui arbitrase, hal ini tercantum dalam pasal 2 Anggaran Dasar BANI. 

Sedangkan tujuan dibentuknya BANI adalah untuk dapat menyelesaikan perselisihan 

yang adil dan cepat atas perengketaan yang timbul di bidang perdata mengenai 

persoalan-persoalan perdagangan, industri , dan keuangan baik yang bersifat nasional 

ataupun intemasional , tujuan ini dimuat dalam pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar BANI . 

Selain di Indonesia terdapat juga arbitrase-arbitrase institusional yang bersifat 

nasional lainnya dinegara-negara lain, diantaranya Nederlands Arbitrage Institut yang 

merupakan pusat arbitrase nasional Belanda, The Japan Commercial Arbitra fion 

Association sebagai pusat arbitrase nasional Jepang, The American Arbitration 

Association didirikan di Amerika Serikat, dan The British Institute of Arbitration di 

negara lnggris. 

b. Arbitrase institusional yang bersifat intemasional 

Merupakan arbitrase institusional yang berwawasan internasional , arbitrase ini 

merupakan pusat perwasitan dalam mcnyelesaikan persengketaan di btdang masalah 

tertentu antara para pihak yang bdai nan kewarganegaraan. Arbitrase institusional yang 

bersifat intemas ional , antara lai n ( !il l.'·f o/Arhif :'ufiol1 oj' the International Chamher (~l 

/ 
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(ICS ID), UNCITRAL Arhitrution Ruie.(Unifed Nations Commision on International 

l ' j J ) ?j ra( e ,a~. -

c. Arbitrase institusional yang bersifat regional 

Adanya arbitrase institusional berwawasan regional ini adalah untuk 

melepaskan diri dari dominasi ICC dengan jalan mendirikan pusat arbitrase sendiri , 

arbitrase ini pertama kali muncul di negara-negara dunia ketiga, dimana mereka rnerasa 

dirugikan dalam hal pernyelesaian suatJ sengketa dengan warganegara negara maju 

dengan menggunakan ICC, karena ICC seringkali lebih rnernihak negara-negar maju 

daripada negara-negara dunia ketiga. Arbitrase institusional berwawasan regional yang 

pertama kali dibentuk adalah Asia-Africa Legal Consultative Commertee (AALCC) 

yang berkantor pusat di Delhi. 22 

Sepeni telah dijelaskan di atas bebcrapa jenis arbitrase, maka dengan melihat 

sifat dari kegiatan pasar modal dan sengketa y:mg terjad i di dalamnya, lembaga 

arbitrase yang paling cocok untuk mer..yelesaikan sengketa yang terjadi dalam kegiatan 

pasar modal adalah arbitrase ad hoc. Hal ini karena suatu sengketa pasar modal 

memiiiki sifat yang khas yang menuntut pengetahuan dan keahlian di bidang pasar 

modal , sehingga diperlukan suatu lembaga tersendiri yang secara khusus menangani 

sengketa-sengketa pasar modal. Dimana lembaga arbitrase ini dibentuk khusus untuk 

menye1esaikan sengketa pasar modal dan atas keinginan para pihak. 

21 

22 
M. Yahya Harai ,ap, S. H, Op . cit , h. i 07. 
Ibid., h. 108 . 
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Dengan dibentuknya arbitrase ad hoc yang khusus menyelesaikan sengketa 

pasar modal ini , mz.ka para pihak yang bersengketa dapat mengatur sendiri bagaimana 

cara-cara dan prosedur penyelesaian sengketanya, begitu juga pemilihan arbitemya 

dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Pihak-pihak yang menjadi arbiter 

disini adalah pihak-pihak yang berkompeten dan secara khusus memahami , menguasai 

dan sekaligus dihonnati sebagai orang-orang yang berintegritas tinggi di bidang pasar 

modal. 

Selain itu dengan memakai jenis arbitrase ad hoc untuk penyelesaian sengketa 

pasar modal ini , maka akan d.ibentuk suatu lembaga arbitrase yangindependen tanpa 

adanya pengaruh dari pihak manapun, baik itu dari pihak pemerintah. Jadi hanya pihak

pihak yang bersengketa serta didukung oleh lembaga-Iembaga pasar modal yang 

bersangkutan yang dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa pasar modal 1111. 

Sehingga diharapkan para arbiter dapat membu{l t putusan seadil mungkin dan 

beruasarkan pada keahliannya di bidang pasar modal. 

Lain halnyajika kita menggunakan arbitrase institusional , di Indonesia terdapat 

BANI. Seperti kita ketahui banyak sekal i perkara-perkara yang masuk ke BANI dari 

berbagai jenis sengketa bi sni s yang terjadi di · Indonesia. Dengan tidak adanya 

pengkhususan ini , maka dapat memperlambat jalur penyelesaian sengketa dan 

ditakutkan putusan yang dikeluarkanpun merupakan putusan yang tidak berdasarkan 

keahliannya. Sedangkan sengketa pasar modal memerlukan penye\esaian sengketa yang 

cepat, tepat dan putusan yan8 d l dasark al~ pada keahlian di bidang pasar modal. 

/ 
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2. Syarat-syarat Arbitrase Mer.urut Ur.da:1g-undang Nomor 30 Tahun 1999. t/ 

Syarat pokok terjadinya arbitrase adalah adanya kehendak dari para pihak 

(yang bersengketa) untuk rnenyelesaikan setiap perbedaan pendapat, persehsibn 

maupun sengketa yan~ terjadi diantara mereka melalUl cara arbitrase, yang dituangkan 

atau diblJat secara tertulis dalam suatu klausula arbitrase dalarn perjanjian pokok 

sebelum perselisihan atau sengketa lahir, ataupun dalam bentuk suatu perjanjian 

atbitrase tersendiri setelah perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa lahir. 

Mengenai pemberitahuan berlakunya syarat dan ketentuan arbitrase diatur 

dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi : 

(1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengari surat 
tercatat, telegram, teleks, faksimil, e-mail atau dengan buku ekspedisi 
kepada tennohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau 
temlOhon b~rlaku . 

(2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1) memuat denganjelas : 

a. nama dan aiamat para pihak; 
b. penunjukkan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku; 
c. perjanjian atau masali:ih yang menjadl sengketa; 
d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut apabila ada; 
e. cara penyelesaian yang dikehendaki ; 
f perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau 

apabila tidak pemah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon 
dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki 
dalamjumlah ganjil. 

Dalam hal pemilihan penyelesaian perbedaan pendapat, perselisihar. atau 

sengketa dilakukan setelah perbedaan, perselisih"n dan atall sengketa timbul, yang 

diputuskan untuk diselesaikan melalui suatu perjanjian arbitmse yang tert~lis maka 

perjanjian arbitrase itu harus berisil<an : 

a. masalah yang diperst"'ngketakan; 
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b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak ; 

c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter; 

d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; 

e. nama lengkap sekretaris; 

f jangka waktu penyelesaian sengketa : 

g. pemyataan kesediaan dari arbiter; dan 

h. pemyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menagung 

segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui 

arbitrase. 23 

Hal ini merupakan syarat obyektif dari perjanjian arbitrase, selain syarat-syarat 

obyektif yang terdapatjuga dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun ]999 yang 

berbunyi : 

(1) sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di 
bidang perdagan~an dan mengenai hak menurut hukum dan per2.t1lfan 
p~flllIda!1g-\.!!ldangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. 

(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa 
yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan 
perdamaian . 

3. Syarat-syarat Arbiter Menurut Undang-undan!! Nomor 30 Tahun 1999 J 

Seteluh dilakukannya pemberitahuan mengenai berJakunya klausula arbitrase 

atau perjanjian arbi trase disepakati oleh para pihak, tindakan selanjutnya adalah 

mengangkat arbiter yang nantillya akan bei1ugas menye lesaikan perbedaan pendapat 

Guriawa 01 Widj aja & Ar mad Yalli, Op cit , h. 57 . 
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dan perselisihan yang terjadi d;ant~ra paru pihak. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 

./ 
12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan : 

(1) yang dapat ditcnjuk atau diangkat sebagai arbiter hams memenuhi syarat . 
a. cakap melakukan tindakan hukum; 
b. berumur paling rendah 35 tahun; 
c. tidak mempwlyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampaI 

dengan derajat kedua dangan salah satu pihak bersengketa; 
d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas 

putusan arbitrase; 
e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling 

sedikit 15 tahun; 
(2) hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk 

atau diangkat sebagai arbiter. 

Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan 

arbiter atau tidak ada ketemuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua 

Pengadilan Negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbiter. Hal ini terdapat dalam 

ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. L2.1n halnya dalam arbitrase 

ad hoc, jika terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, 

maka para p1hak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk 

mellunjuk seorang ataU beberapa arbiter. Jadi tidak secara otomatis, melainkan 

diperlukan adanya permohonan terlebih dahulu dari para pihak. Pennohonan irri hams 

dalam bentuk tertulis, dengan surat tercatat, telegram, teleks, falsimili, e-mail ataupun 

dengan bUKU ekspedisi. 

Begitu pula arbitrase pada pasar modal yang termasuk dalam jenis arbitrase ad 

hoc, yang menjadi arbiter addah orang yang berkompeten, meJnahami dan menguasai 

masalah pasar modal serta dihorrr:ati darl berintegritas tinggi dipasar modal. Arbiter 

disini ditunj uk oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan bersama. Dan 
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jika para pihak yang bersengketa di pasar modal tidak mencapai kesepakatan , maka 

dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk 

seorang arbiter. 

Dalam penyclesaian suatu sengketa para pihak dapat memilih menggunakan 

arbiter tunggal atau majelis arbiter. Jika para pihak sepakat untuk menggllnakan arbiter 

tunggal , maka dalam permohonannya dapat mengusulkan kepada pihak termohon 

arbitrase, nama orang yang diusulkan untuk diangkat sebagai arbiter tunggal. Dalam 

waktu selambat-Iambatnya lA hari setelah tennohon menerima usulan pemohon, para 

pihak tidak dapat tidak berh(1sil menentukan arbiter tunggal. Maka Ketua Pengadila!1 

Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal berdasarkan nama-nama yang telah diajukan 

oleh para pihak. 

Lain halnya jika para pihak sepitkat unt'lk menggunakan majelis arbiter, 

berdasarkan pasal ] 5 Undang-undang Nomoi 30 Tahun 1999 menentukan bahwa 

penunjukan dua orang arbiter dilakukan oleh para pihak, yang kemudian memberikan 

wewenang para dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga, 

dan berfungsi sebagai ketua arbitrase. Jika teIjadi kedua arbiter tersebut tidak berhasil 

memilih dan menunjuk arrbiter ketiga dalam waktu selambat-Iambatnya 14 hari setelah 

arbiter terakhir ditunjuk, maka Ketua Pengadilan Negeri yang akan rnenunjuk arbiter 

ketiga dan hal ini tidak dapat dibatalkan. Dalam hal 5alah satu pihak dalam waktu 30 

hari setelah pemberitahuan mengenai akan dimulainya penanganan penyelesaian 

sengkda dcngan melalui arbitrase diterima oleh tennohon tidak menunjuk seseDrang 

yang akan menjadi anggota majelis arbiter, maka aloiter yang ditunjuk oleh pihak 

/ 
( 
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lainnya akan menjadi arbiter tunggal dan keputusalmya akan mengikat semua pihak 

yang bersangkutan. 

Set~lah ditunjuknya seorang arbiter, maka perlu juga disini dijelaskan 

mengenaj tugas dari seorang arbiter. Seorang yang telah menerima penunjukan atas 

dirinya sebagai seorang arbiter, maka dia memiliki kewc:>jiban untuk menyelesaikan 

pemeriksaan arbitrase dan selanjutnya menjatuhkan putusan arbitT2se dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan oleh para pihak yang menunjuk dan mengangkatnya. 

Pada sengketa pasar modal yang seperti disebutkan di atas, bahwa arbitrase ad 

hoc merupakan lembaga arbitrase yang paling cocok untuk menyelesaikan sengketa 

pasar modal yang teIjadi, misa]nya, akan saya ambil salah satu kasus yang telah 

dicontohkan dalam pembahasan s~belwnnya, yaitu pada kasus PT. A P di Bursa Efek 

Jakarta, jika sengketa ini diselesaikan dengan jalm penyelesaian arbitrase, maka para 

pihak berhak memilih masing-masing seorang arbiter, yang kemudian kedua arbiter 

tersebut memilih satu orang arbiter untuk menjadi ketuanya, apabila setelah jangka 

waktu yang ditentukan tidak dipilih satu orangpun arbiter maka daoat ditunjuk oleh 

Ketua Pengadilan Negeri dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu. Begitu juga 

apakah akan menggunakan arbiter tunggal ataupun majdis, merupakan hak dari para 

pihak yang bersengketa dalam pasar modal untuk menentukan, dengan berdasarkan 

kesepakatan. 
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4. Proses Pemeriksaan Sengket& Dalam Arbitrase. 

Arbitrase merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa yang hanya 

diterapkan terhadap hal-hal yang dimungkinkan adanya kebebasan dari para pihak untuk 

melakukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku urnum. Proses 

pemeriksaan sengketa dalam arbitrase In] tidaklah jauh berbeda dengan proses 

pemeriksaan peradilan perdata yang menJurus ke pem]agaan. Dalam proses 

pemeriksaan melalui arbitrase ini para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan 

sendiri acara dan proses pemeriksaan sengketa yang mereka inginkan untuk 

dilaksanakan oleh arbiter yang telah ditunjuk dan diangkat sebelumnya. 

Semua pemeriksaan sengketa dengan melalui arbitrase dilakukan secara 

tertutup dan bersifat rahasia. Kerahasiaan inilah yang merupakan kelebihan dari 

arbitrase, karena kebanyakan pengusaha tidak ingin masyarakat rnengetahui adanya 

persehsihan ataupun sengketa yang dialami oleh usahanya dengan pihak lain . oleh 

l(arena itulah mereka menggunakan jalur arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya. 

Bahasa yang digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah 

bahasa Indonesia, hal ini sesuai dengan diakuinya arbitrase sebagai salah satu altematif 

penyelsaian sengketa di Indonesia. Selain itu dapat juga menggunakan bahasa lain, 

asalkan dengan persetujuan para pihak yang bersangkutan. 

Dalam proses pemeriksaan ini para pihak memiliki hak yang sama untuk 

didengarkan pendapatnya dan berhak untuk mengemukakan pendapatnya masing

masing. Para pihak dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan suatu surat kuasa. 

Mengenai masuknya pihak ketiga, dapat terjadi jika terdapat unsur kepentingan yang 
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terkait. Keikutsertaan pihak ketiga ini memerlukan adanya kesepakatan oleh para pihak 

yang bersengketa sena persetujuan dari arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa 

sengketa yang bersangkutan. 

Proses pemeriksaan arbitrase berdasarkan pasaJ 48 Undang-undang Nomor 30 

Tahun 1999 adalah paling lama 180 (seratus delapan pUluh) hari setelah arbiter atau 

majelis arbitrase terbentuk. Meskipun demikian berdasarkan pasal 33 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahw2. atas persetujuan para pihak, jangka waktu 

tersebut dapat diperpanjang. 

Mengenai hukum yang digunakan, para pihak mempunyai hak untuk 

menentukan sendiri pilihan hukum yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang 

terjadi. Dalam hal memilih hukum yang akan digunakan, para pihak sering memilih 

hukum yang lebih mereka kenaI. Jika para pihak tidak menentukan hukum mana yang 

akan digunakan, maka hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat di mana arbitrase 

tersebut diselenggarakan. 

Tempat diselenggarakannya arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis 

arbitrase, atau para pihak sendiri. Dimana tempat arbitrase tersebut nantinya akan 

menjadi pusat dan tempat penyelenggaraan proses pemeriksaan sengketa. 

Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, . 

dilakukan menurut ~etentuan dalam hukum acara perdata. Selain itu arbiter ~tau majelis 

arbitrase diperboJehkan untuk melakukan pemeriksaan setempat atas barang yang 

dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang 

diperiksa. Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis, 
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sedangkan pemeriksaan secara lisan hanya dapat dilakukan dengan pe::setujuan para 

pihak atau dianggap periu oleh arbiter atau majelis arbitrase. 

Melihat uraian proses pemeriksaan sengketa dalam arbitrase tersebut diatas 

dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam beberapa hal ketentuan dalam Undang

Lmdang Nomor 30 Tahun 1999 bersifat memaksa, namun demikian terdapat 

kelonggaran-kelonggaran bagi para pihak dan para arbiter untuk menetukan sendiri 

jaJannya proses pemeriksaan arbitrase tersebut, selama hal tersebut dianggap perlu 

untuk menunjangjalannya proses pemeriksaan. 

Jika suatu sengketa pasar modal, misalnya saJa kasus PT. A P di BE.T 

diselesaikan dengan menggunakan arbitrase, maim proses pemerik~aannya akan 

dilakukan secara rahasia dan tertutup. Sehingga hanya PT. A P dengarJ BEJ scbagai 

pihak-pihak yang bersangkutan saja yang mengetahui proses pemeriksaan arbitrase, hal 

ini diperlukan oleh suatu perusahaan besar, agar masalah inttm-nya tidak diketahu~ oleh 

masyarakat luar 

Jika kasus ini disdesaikan melalui arbitrase nasional (fndonesia), maka 

penyelesainnya dilaksanakan dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 30 

Tahun 1999 dan menggunakan bahasa Indonesia dalam penyelesaian sengketanya. 

5. Proses Jalannya Pemeriksaan Arbitrase \; 

Demikianlah telah diuraikan diatas beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

proses pemeriksaan sengketa dalam arbitrase. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai 

proses jaJannya pemeriksaan arbitrase yang meliputi pemasukan surat permohonan, 
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jawaban atas surat pennohonan, pencabutan surat pennohonan, kehadiran para pihak 

dalam sidang arbitrase, perdamaian, dan pemeriksaan pokok sengketa. 

Pemasukan surat pennohonan dilakukan segera setelah arbiter atau majelis 

arbitrase terbentuk. Surat pennohonan ini berisikan tuntutan, yang harus memuat 

sekurang-kurangnya : 

a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak; 

b. Uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti ; dan 

I . . 1 24 c. Sl tuntutan yangJe as. 

Jawaban surat permohonan diberikan selambat-Iambatnya 14 (empat belas) 

hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh tennohon. Jika telah melewati 

bat as jangka waktu tersebut, maka arbiter atau ketua majelis arbitrase akan memanggil 

termohon atau kuasanya untuk hadir dalam sidang arbitrase dalam jangka waktu 14 

(emapt belas) dari terhitung sejak surat perintah menghadap keluar. 

Sebelum adanya jawaban dari termohon, pemohon dapat setiap saat mencabut 

surat pennohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, a':au melakukan 

perubahan, pen am bah an dan pengurangan terhadap isi tuntutan. 

Kehadiran para pihak dalam sidang arbitrase merupakan he.! yang sangat 

esensi. Jika yang tidak hadir adalah pemohon, dalam hal telah dilakukan pemanggilan . 

secara patut maka surat tuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis 

arbitrase c.ianggap selesai . Tetapi jika pihak tennohon yang tidak hadir, meskipun telah 

dilakukan pemanggilan secara patut. Maka sidang arbitrase tetap dilangsungkan tanpa 

24 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani , Op. cit, h. 89. 
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hadirnya tennohon, dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan 

tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa usaha 

perdamaian dilakukan teriebih dahulu sebelum diadakannya sidang arbitrase. Namun 

jika perdamaian tersebut tidak dapat dicapai , maka arbiter atau majelis arbitrase 

melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa. Di~ini para pihak diberikan 

kesempatan yang terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing

masing, serta untuk mengajukan bukti-bukti yang dianggap periu. 

Demikianlah telah dijelaskan di atas hal-hal yang penting dalam penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase. Dimana dapat dilihat bahwa penyelesaian melalui arbitrase 

mempunyai karakteristik yang cocok dengan dengan sifat dari sengketa oi bidang pasar 

modal, yaitu menuntut penyelesaian secara cepat. 

2. Putusan Arbitrase. tV 

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase ad

hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham 

maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian 

dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan pada arbitrase ad-hoc, maupun 

lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya.25 

25 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. Cit., h. 93. 
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Dalam pembahasan bab III tentang putusan arbitrase im, saya akan mengambil 

kasus PT. A PEe di BE] sebagai contoh kasus yang misalnya saja disel~saikan melalui 

ja1ur arbitrase, bai1~ abitrase nasiona1 maupun internasional. Sedangkan pad a lampiran 

akan saya lampirkan mengenai putusan arbitrase, meskipun bukan putusan arbitrase di 

bidang pasar modal. Hal iill sekedar sebagai contob suatu putusan arbi~rase dan untuk 

menunjukkan bahwa suatu putusan arbitrase memiliki sifat mengikat bagi para pihak 

yang bersangkutan. 

Suatu putusan arbitrase mempunyai sifat/inal and binding. maksudnya disini 

adalah putusan arbitrase bersifat final berarti merupakan putusan pad a tingkat akhir, dan 

karenanya secara langsung mengikat (binding) bagi para pihak. Karakteristik dari 

putusan arbitrase inilah yang menurut saya sangat sesuai digunakan untuk 

menyelesaikan sengketa pasar modal, karena suatu sengketa pas.'lr modal memerlukan 

penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak berkepanjangan. Dan dengan sifat dari 

putusan arbitrase yang final and binding ini, maka putusan tersebut tidak dapat 

dimintakan banding lagi, sehingga tidak berkepanjangan dan merupakan akhir dari 

penyelcsaian sengketa yang terjadi, sehingga proses penye1esaian sengketaptm berhenti 

pada saat dikeluarkannya putusan arbitrase tersebut. Dengan demikian sengketa yang 

teljadi di bidang pasar modal dapat terselesaikan dengan cepat. 

Suatu putusan arbitrase, isinya harus memuat seperti yang telah ditentukan 

dalam pasa1 54 Undang-undang Nomor30 Tahun 1999 menetapkan bahwa putusan 

arbitrase h:lrus memuat : 

a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA'; 
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b. nama lengkap dan alamat para pihak; 
c. uraian singkat sengketa; 
d. pendirian para pihak; 
e. nama lengkap dan alamat arbiter; 
f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenm 

keseluruhan sengketa; . 
g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam 

meje1is arbitrase; 
h. amar putusan; 
1. tempat dan tanggal putusan; dan 
J. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase; serta 
k. suatu jangka waktu kapan putusan tersebut hams dilaksanakan. 

Dan berdasarkan pada tempat dimana arbitrase tersebut diputuskan, secara 

umum putusan arbitrase dapat kita bedakan ke dalam : 

a. putusan arbitrase nasional , yang merupakan putusan arbitrase yang diambil 

atau dijatuhkan di negara Republik Indonesia:, 

b. arbitrase internasional atau arbitrase asing, yangmrupakan putusan arbitrase 

yang dijatuhkan di negara di luar negara Republik Indonesia.26 

Dalam melakukan penilaian terdapat satu asas pokok yang ~arus digunakan 

oleh seorang arbiter atau majelis arbitrase, ya itu asas ex Aqeuo el Rono yang berarti 

Hkepatutan dan keadilan H. Asas ini harus dipakai oleh arbiter atau majelis arbitrase 

dalam melakukan penilaian untuk menjatuhkan putusan arbitrase atas perkara yang 

dipercayakan untuk ditangani, diperiksa dan diputus olehnya. Meskipun dikatakan 

berdasarkan kepatutan dan keadilan, arbiter atau majelis arbitrase tetap tidak 

diperkenankan untuk mengesampingkan aturan hukum (materii!) memaksa yang 

berlaku. 

26 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. cit. , _h. 93. 
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Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tidak diberikan wewenang untuk 

memberikan putusan berdasarkan kepatutan dan keadilan, maka arbiter hanya dapat 

memberikan putusan berdasarkan kaedah hukum materiil , sebagaimana dilakukan oleh 

seorang hakim. Ketentuan ini termuat dalam penjelasan pasaJ 56 ayat (1) Undang

undang Nomor 30 Tahun 1999. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas ex Aequo et Bono pada 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan lex specialis dari kaedah hukum 

materiil yang berlaku sebagai lex generalis bagi arbiter atall majelis arbitrase dalam 

mengambil suatu putusan arbitrase. Jadi asas ex Aequo et Bono ini hanya berlaku bagi 

arbiter atau majelis arbitrase selama dan scpanjang asas ini dikehendaki oleh para pihak 

untuk dipergunakan bagi arbiter atau majelis arbitrase dalam menyelesaikan sengketa 

yang diserahkan padanya untuk diputuskan. 

Mengenai penjatuhan putusan arbitrase, oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 

1999 mewajibkan arbiter atau majelis arbitrase, dalam \vaktu 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk 

segera menjatuhkan dan mengucapkan putusan arbitrase. Jika terdapat kesalahan atau 

kekeliruan administratif yang bukan subtansi dari putusan arbitrase, maka para pihak 

yang berkepentingan memiliki hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan 

arbitrase tersebut, yang dapat diajukan secara langsung kepada arbiter atau majelis 

arbitrase yang menjatuhkan putusan arbitrase tersebut, dalam jangka waktu 14 (empat 

bel as) hari terhitung sejak putusan diucapkan. 
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Mengenai keharusan suatu putusan arbitrase harus memuat tanda tangan dari 

arbiter atau seiuruh majelis arbitrase, dalam hal ketiadaan tanda tangan dari salah satu 

seorang arbiter sebagai akibat sakit atau meninggal dunia, maka tidak akan 

mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan, selama dan sepanjang alasan tentang tidak 

adanya tanda tangan tersebut dicanturnkan dalan putusan arbitrase tersebllt. 

3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase. J 

Pdaksanaan putusan arbitrase diatur dalam ketentuan pasal 59 sampai dengan 

pasal 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Jika kasus PT. A P diselesaikan 

melalui arbitrase nasional maka pelaksanaan putusannya didasarkan pada ketentuan 

pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa, dalam waktu 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan 

otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada 

Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara 

melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan 

oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan 

selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran. Pencatatan · 

tersebut merupakan satu-satunya dasar ba.gi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak 

yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase ter~ebut. Maka setelah 

pencatatan tersebut dilakukan PT. A P pihak yang berkepentingan wajib melaksanakan 

putusan arbitrase tersebut. 
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Dalam hal ketentuan di atas tidak dipenuhi, maka putusan arbitrase tersebut 

tidak dapat dilaksanakan. Selain itu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga 

mewajibkan arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan putusan dan lembar ash 

pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan 

Negeri . 

Dalam hal PT. A P tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase 

tersebut, maka berdasarkan pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Ketua 

Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase tersebut 

atas pennohonan dari BEJ sebagai pihak yang berkepentingan terhadup pelaksanaan 

putusan arbitrase tersebut. Perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua 

Pengadilan negeri ini diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

setelah pennohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Sebelwn 

memberikan perintah . pelaksanaan, Ketua Pengadilan Negeri diberikan hak untuk 

memeriksa putusan arbitrase tersebut apakah telah diambil melalui suatu proses yang 

sesuai , dimana : 

a. arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara telah 

diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka; dan 

b. perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis ' 

arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum memang dapat 

diselesaikan dengan arbitrase; serta 

c. putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertenta.ngan dengan kesusilaan dan 

ketertiban umwn. 
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Jika menurut pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri terdapat satu atau lebih 

syarat dari ketiga syarat tersebut diatas yang tidak dipenuhi, maka Ketua Pengadilan 

Negeri dapat menolak perrnohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua 

Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Selain ketiga hal 

tersebut diatas Ketua Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan ulltuk memeriksa 

alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Dan sesuai dengan ketentuan dalam 

pasal 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa : 

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, 

dilaksanakan sesupj ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang 

putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

4. Upaya-upaya Hukum Terhadap Suatu Putusan Arbitrase J 

Jika kasus PT. AP diselesaikan dengan menggunakan arbitrase Indonesia yang 

penyelesaiannya berdasarkan pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Dan telah 

dikeluarkan suatu putusan arbitrase terhadap kasus tersebut yang mengikat para pihak. 

Misalnya saja dalam kasus ini PT. A P merasa tidak puas dengan putusan yang telah 

dibuat oleh para arbiter, maka PT. A P tidak dapat melakukan upaya hukum apapun 

terhadap putusan arbitrase tersebut, karen a seperti telah dijelaskan sebelurnnya bahwa 

suatu putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 

60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa : 

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 

mengikat para pihak. 
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Begitu juga apabila kasus PT. A P ini diselesaikan melalui arbitrase 

internasional dan berdasarkan pada ketentuall Uncitral (peraturan arbitrase 

intemasional), maka putusan arbitrasenya terrnasuk dalam pntusan arbitrase 

internasional, Pelaksanaan putusan tersebut diatur dalam pasal 66 huruf d Undang-

undang Nomor 30 Tahun ] 999, dimana suatu putusan arbitrase intemasional ban .. dapat 

dilaksanakan di Indonesia setelah mendapatkan eksekutor dari Mahkamah Agung 

Republik Indonesia, selanjutnya pe1aksanaannya dilimpahkan kepada Pengadilan 

Negeri. Setelah itu ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memberikan perintah 

eksekusi, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeli setempat yang 

berwenang. Hal ini diatUf dalam pasal 69 ayat (1) yang berbunyi : 

Sctelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi 

sebagaimana dalam pasa! 64 maka pelaksanaan se!anjutnya dilimpahkan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara re!atif berwenang 

melaksanakannya. 

Sedangkan dalam hal PT. A P merasa tidak puas dan tidak mau secara sukarela 

melaksanakan hasil putllsan arbitrase intemasiona! tersebut, maka terhadap plltllsan ini 

tidak dapat dilakukan upaya hllkurn apapun, hal ini didasarkan pada pasal 68 Undang-

undang No. 30 Tahun ] 999 yang menyatakan bahwa : 

(1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pus"t sebagairnana 
dimaksud dalam pasa1 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan 
PlItlisan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. 

(2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana 
dirnaksud dalarn pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan 
melaksanakan suatu PlItlisan Arbitrase Intemasional, dapat diajukan 
kasasi . 
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(3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap 
pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka 
waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi 
tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. 

(4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasa) 
66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan. 

Pasa) 68 ayat (4) in1 menggambarkan adanya kekuatan final and binding dari suatu 

putusan arbitrase. 

Selain hal-hal tersebut diatas terdapat juga upaya hukum terhadap putusan 

arbitrase, yaitu sita yang dianu dalam pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang 

\~~~ 
Nomor 30 Tahun we&, yang menyatakan bahwa suatu sita eksekusi dapat dilakukan 

atas halta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi, dimana penyitaan dan 

pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan dengan cara yang sama dengan Hukum Acara 

Perdata. 

5. Pembatalan Putusan Arbitrase. 

t~~9 
Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun ~tentang Arbitrase dan Altematif 

Penyelesaian Sengketa dintur secara khusus mengenai pembatalan suatu putusan 

arbitrase yaitu pada bab VII yang terdiri dari pasal 70, pasal 71 dan pasal 72. Dalam 

Undang-undang in1 tidak ditetapkan secara jelas apakah pembatalan putusan arbitrase 

ini berlaku umum bagi segal a jenis putusan arbitrase, khususnya yang berhubungan 

dengan pembagian putusan arbitrase ke dalam putusan arbitrase nasional dan putusan 

arbitrase intemasional atau arbitrase asing. 
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Apabila suatu pennohonan pembatalan terhadap put\lsan arbitrase dikabulkan, 

maka Ketua Pengadilan Negeri akan iP..enentukan lebih lanjut men~enai akibat 

pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. 

Jika dikaitkan dengan kasus PT. A P yang misalnya saja diselesaikan dengan 

melalui arbi trase serta telah dikeluarkan suatu putusan arbitrase yang final dan mengikat 

kedua belah pihak. Terhadap putusan tersebut pihak yang merasa tidak puas dapat 

mengajukan pembatalan putusan tersebut, misalnya PT. A P merasa tidak puas, karena 

pihaknya merasa dirugikan dengan dikeluarkannya putusan tersebut. Pennohonan 

pembatalan oleh PT. A P ini hanya dapat diajukan dalam hal putusan tersebut 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, 

yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau 

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan o)eh salah satu 

pihak dalam pemeriksaan sengketa. 

Hal di atas diatur dalam pasal 70 Undang-undallg No. 30 Tahun 1999. 

Sedangkan tentang tata cara pengajuan pennohonan pembatalannya diatur dalam pasal 

71 dan pasa) 72 Undang-undang No. 30 Tahun 1999. 
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1. Kesimpulan 

BABIV 

PENUTUP 

a. Penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal dapat dilakukan melalui dua 

jalur yaitu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa 

melalui pengaddan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan di dalamnya terdapat 

beberapa kelemahan yang menyebabkan para pelaku bisnis lebih memihh 

menggunakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk 

menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terdapat 

beberapa cara antara lain dengan menggunakan cara arbitrast, mediasi dan 

negosiasi. Selain itu terdapat juga KP3MI yang bertugas membantu menye1csaikan 

sengketa dengan cara memberikan pendapat cara penyelesaian yang seharusnya 

dilakukan oleh para pihak, memberikan jasa mediasi sebagai negosiasi atau 

rekonsiliator, atau menyelesaikan perselisihan selaku lembaga arhitrase pasar modal. 

Diantara beberapa cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut diatas, 

arbitrase merupakan cara yang paling efektif untuk menyeles8.ikan sengketa, . 

khususnya sengketa yang teIjadi di pasar modal. Penyelesaian sengketa dalam 

kegiatan pasar modal melalui arbitrase merupakan sebuah kebutuhan yang 

mendesak. Diharapkan Indonesia dapat mengikuti jejak negara-negara yang telah 

mempunyai infrastruktur yang sangat maju di bidang pasar modal. Perwujudan 
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lembaga arbitrase ini tentunya tidak terlepas dari kebutuhan sumber daya manusia 

yang telah menjadi arbiter dan pengakuan putusan arbitrase oleh pengadilan 

sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial. 

b. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan yang final and binding (mengikat) dan 

tertutup terhadap upaya hukum lanjutan. Oleh karena itu bila sllatll perkara arbitrase 

telah diputus arbiter, maka para pihak hams meJaksanakannya secara sukarela 

karena dengan pilihan mereka terhadap forum arbitrase berarti para pihak harus 

sadar akan konsekuensi yang bersifat final and binding tersebut. Dalam hal salah 

satu pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase tersebut, maka diperlukan 

lIpaya paksaan atau eksekusi oleh Pengadilan Negeri . 

2. Saran ---
a. penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal sebaiknya para pihak lebih 

memilih forum arbitrase karena arbitrase memiIiki banyak kelebihan yang 

menguntungkan bagi para pihak antara lain, sidang bersifat tertutup, lebih cepat, 

biaya murah, dan pengambil putusan adalah orang yang berkompeten di bidang 

pasar modal. Jadi putusan yang diambil biasanya lebih memuaskan para pihak sebab 

para arbiter biasanya dipilih oleh para pihak sendiri dari kalangan praktisi hukum, 

pakar pasar modal yang sangat menguasai bidangnya masing-masing. Dan sudah 

selayaknya dalam rencana perbaikan terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal yang sedang dilakukan saat ini dicantumkan juga 

ketentuan mengenai arbitrase, disini Bapepam dapat berperan melindungi pihak 
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yang lemah, para nasabah, atau investor publik. Dimana untuk menjalankan 

perannya tersebut, Bapepam memerlukan legitimasi dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan. 

b. Dalam melaksanakan putusan arbitrase hendaklah para pihak melaksanakan dengan 

sungguh-sungguh, apalagi mengingat arbitrase adalah cara penyel~saian sengketa 

yang dipilih oleh para pihak sendiri, jam sudah seharusnya para pihak sadar bahwa 

seperti itulah sifat dari putusan arbitrase yang dianggap adil bagi mereka. 
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P,uf l.kH.udltil}iUsel ya)SH rnasing-masing seLagai ilugg0la yang alamatuya tercantUnl 
.J"lulil ::)lIf"i K\;{Jl.ihiSUtl terscLut tcdampir paJa LCfkaS puiusan, dengan menetapkall 
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:empat SiJ"llg di lalan Raya Dhaqnahusada Indah No.55 Surabaya, p.engangkatan mana 
:d"tl dit(:;rima dengan baik oleh Ketua Majdis A(bit~r dengan suratnya tertanggal 02 
1; ... Lwul i 2000 dan oldl Anggota 1-fajdis A, Lite .. t"Ugg'lt 03 lanuari 2000 Jan 02 
FdJl1J"ti 2000~ 

Hui.,v~ P'C&ilUI,on dalam suml peHiHJi,0uiulilya t"ilggai 23 DesemLer 1999 tdah 
1I1c,lc'ljub. .. ll P{;' ,l1vl,Oilannya scbagai berikul : 

1. l1:.dl\'Ia puJa jl".-j Sdasa ti.4t1ggul 8 nc:ieiliLtl b :J1j ld .. t, j.;tjaJi kcsepai-..atull anlara 
l'~llI,jlloll J"h rt'cflilohon unLuk mengaJabtn p~d""ji"u Ct.,uler, tCltuang duiam Sural 
1-;.:;, j'I"ji"ll SeV"" Menyewa Kapal, r"ajaHjiull L"d .. hl l~d,itl\f1g scjuk. tanggal 18 
1)':;;'(;1111:.",1' 199iS l,illgga 17 hhl1[(.Ii 1 y~~, blu Ji~erpanjang L(;Lcrapa k"li 
1'~11"IUj "1I~llH 1llaS kesepakat an lisar. llara pihut j,ill:;,ga llinggal 18 Agustus 1999. 

2. U"ItWd J"I"lli pctj"njian tersebut Pemoholl S~L'lo..ii pemilik kapal K.M . Waringin 
S~i<!I " ",-u . S".I1uigbm Tc:rmohon scbaglii I'cuycw •• Kia!,,,1 KM. Waringiu Scja!.tera . 

3. /) •• I. . .'a d"lulu pa!>al i 7 perjanjian ,iisdil.ILIlIl "l."Gilu (eJjalii persdisihall pcuJapi11 
/ ;;CIlr:,!. Cl(l liJuk. Lisa diselesaikrul stcara II illS Y i1 Wiil ~II dun mufakat mal. a stpcll.at 
JlI~JillUjllk B"Jall Albitrase NasionQ) Illdolti.;sia {uAi''[I) di Surabaya Uilluk 
III\juydcsuil;:all dali memutus perselisikdl ll:1,:;cL,.l. 

4. Ualn· ... ·i.1 Jalalil pelaksanaan p.:ajanjian lded, kljaJi lU;,ISdisillan pcudapal/sclIgi.:cla 
y .... 6 ,iJ .. I-. l>isa disdcsaikan secm-a musyawalall JU{' f{'lil'akat. 

5. ~~"illt let iliHi kupal dari Pemolton kepada 1\;flnuhon (011 hire) dilakukan tanggal 16 
nC:;': lIIb,,( 199is dalam keadaan schaik-hl1iknya dati layak layar. Iial mana dipakai 
sd,;'t5,.i Ja::;ar Ji1UllldiIiY ~ fJcrliiilwg&n pCIIILayeuQIl jUIIII"h waktu sewa kapul. 

o. bulll .'.& .s.:.Lugi,illliina JiMur d(l\Mfa hlSul 4 pcrjtllljiu.1 Jis;;;bulkull : TCfmobon LCI~l:Jia 
,i,Lk 1"",I.uctii k"iJul fndcbil,i kupusilaslb\;lIliillljJUiUl kap"l. Jttga TCfmultoJl li,lu~ 
d;I'';' t"",,Uk"ll ii1cfl1uat Larang-Larang L\;dJ~I.ijy" , c:ti.I,lusive Serla 1l:llarang (yang 
ddt,,,, .kt';lIi;:;u\; l/ull-a kafJal "hii.t til{;iig".tIi(;al1l h.;sdalli"l .. 11 kaput J"lam pdayaJan) 

'] . ·1'..: .• II:I .. lll 'f"fwoil,/il .. r.danggar k~tenhi"H pUiHl 6 diuldS, y&itu pad a pCllIuulau klipal Ji 
l'l/iuu ")"taHl tanggal 27 Juli 1999 hingga tUlIgg,,1 29 Juli 1999. Pada tanggal 27 Juli 
1 'n;; I/tll,ul 01 .00 10c,,1 lime dini had hJua\im 1 hilul suJah mdarang IllcllalllLuli 
IIlt i . , I •• 1i L.·;;'j k,i I.ltli,lan Yfjr.g ada di datum p,t1J..a iilllCllf.il ondeck yang bcrllpa millyak 

".::lIlIU;':;, [. .. Hiilg LC1LuftayahxiJlosive Jan kdarailg YiAf.g dapat l1lcrusak palka kapul 
~, .. 1I & .. "1,0 .. U\,;,,,1. kesdamatan kapuJ J"I<iUl pday"nlll J.;:;ngan jcnis K wik-scal tine" 
I' Jut 1'!"6 (111e, Y~rsacom A, Versawet I, Pulysal Jun I"i.-ddin. 
I J"""I" 'f"l'lH/I,0ii pada pukul O-lOO local time duiang ,tan mClIlul..sitkau lIJ1tuk 
IlIeuu.IIILult Illliiilalt LCljllmlah 30 pallet DengCiIl LcLerapa pcrtimbanguJl penalllLaltau 
1I1tI .. ,~" Ji;;c.iujui sejulill"h 5(1ima) pull",£. Pad a pukul 08.00 local time Tenllohon 
L", ... <lIlItl p~1I1ilil.. Lafang daeang ullnJk lUl.:lIlitklHikau agar 25 plalld SilWlllYIl scgcra 
.tiuI""', ilaluliil piil"l kapal lclap tiJuk Lisa melicfiula penamLalaan 1Il1iulan karcna 
SUIIE,ul U&~lIlbllllayakan kapal dan muutannya. Namun Termohon dan Pcmilik Lardng 
I,,' •• p ",cIlluksa saja schingga tcrpaksa dilarf,Luh mUutan 25 pallct (perpallcl isi 4 
JUUll, L.:;f(ill'lya isuu kg). Setdah mualan ditamLah 25 pallet kapal sudah tidak Lisa 
Htll .. t I~gi sh:anya 43 pallet diserahkan kepada pemilik l>llfang. Karena muatall ada 
60S pull.;l bcduligkall kapal banya mampu 562 p~U~t. 
f),,1i:ulI kCiulauli kap,,) sarat muatan yang dipaksakall T~(mohon, tan~gal 29 Juli 1999 
lllll.ul 10.00 local time kapal diherangkatkan duri pclubuhan Pulau Batam tujuan 
Hulil.papiw. !laJa jam 23.00 local time datang ffilisibah herupa angin kencang, arus 
llial d"u DlnOiik hesar mengakibatkan kap,,1 mengalami kemiringan kiri 06 defajat 
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dan pad a jam 03 .00 kemiringan mcnjaJi IO derajat sehingga un~lI"- keselalllatan kapal 
dan muatannya maka seLagian mllatan harus dibuang 4 pallet ataH 16 drum. 
Pada tanggal 3 Agustus 1999 jam 20.00 local tillle saal meruuah halauan menuJlI 
Balikpapan, karena masih sarat 1ll1latl1n dan dipaksakan kapal tiduk mampll 
mdanjutkan pdayaran sehingga harus b~"inJuIlg di pulau posisi 01 J. 
Paua tanggal 5 Agustus 1999 kapul kena lIlu::.iLi.lh oli,b&k Lesar Jan allgin kencang 
hillgga miring kiri 14 derajat dan makill lama kapul makin mi'ring sehingga kapal 
S.O.S dan semua alat keselamatan ditunu.kan Jan 8 AUK diselamalkan kapal ndayan 
ke darat. Pukul 20.00 local time kapal lKrhasil disclamalkan dari kandas dan berlayar 
ke pclabuhan terdekat yaitu Banjarlllasin, stkaliglls lIntlik menllrunkan muatan dan 
perbaikan akibat mllatan kapal yang dipaksakan Tcrmohon. 

8. PaJa pelayaran scLagaimana Jisebulkan J"lum poilat 7 di alas, tCI nyata TcfInoholl 
juga tclah menggunakan kapal lIntuk mCllgangkut Larang b<trallg L':ltJahaya hal mana 
tidak ada iLill untuk pemuatan malipUIl pCllltJongkarannya di pclabllhall Indonesia 
Jalam pelayaran t,fnggal 29 Juli 1999 itll . Barang· barang It:rsdJllI yallg kClahuan 
Pemohon antara lain: 
a. Caustic Soda/Sodium Hydroxide (Na 011) yang Lcrsifat corrosivdmerusak. 
b. Putassilllll HyJroxiddCaustic POllasl1 (K 011) yang Lersifat COlTosive/merusak 

9. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Pcrjanjian Tcrlllohon berkewajiLan 
mernbayar sewa pemakaian kapal k\!paJa Pcmuholl jUlUldlllaya dilelapkan Rp. 
63 .334 .000,-(enampuluh tiga juta liga ralus liga plilula cmpal libll mpiah) pelLulan 
atau Rp. 2.111 .133,-(dua juta seratus seLdas riLu scratlls liga plIllIh tiga rupiah) 
pedlari; 

I O. B~sarnya uang yang harus dibayar oleh Ttrlllohon kepada PellIohol1, rillciannya 
scLagai Lerikul : 
I. Masa charter kapal 8 (ddapan) bulan 2 (dua) hali, yailu mulai tanggal 16 

I)esclllbcr 19981,illgga laHggal 18 Agustus 1<)~9 Rp 510 89~ 266,-
II. Transft!1 lIallg Jari Pemohon yang scbarusnya JiLayar Termobon Rp . II. 777.500,
III Biaya pCILaikall '-apal akibal '-erllsakall '-alena pCIIldksaan lIIuatan p<.tda wa"-tll 

didaallcr TCfmohon yang schamsllya Ji Layar Tcrmoholl Hp. 22 .676.000,-
IV . liang lrip AOK yang belum dibayar Tcrmohon Hp. 1.000.000,-
V. Klailll aldl kcsdamatan yang Itilang akibal kesalalaall 'fermohon 1llt;ll1aksakan 

Illuatall Ji alas kapal . 
4 pclalllpung dan 16 uaju rellang 
I (salu) buala I ifcprap 
JUlIllah 

II P~I1ILayarall Jdfi Tcrmuhon : 
I Pcmha yaran Pc/lama 
II . T<.1nggul I b Juni I ~9'J 
III Ti.Hlggal 10 Juli Jan 12 Juli 1999 
IV P~llIluJlgall Od4 23 hari @ Rp. 2 III 133,-
Y. Rincian Lil1YiS upcrasional dari Tcrl1lohon mulai langgal 

tanggal 14 Juni 1999 yang dapal Jilerima Pemohon 
Jumlah 

Hp. 834 .000,
Rp. 6.000.000,
Rp.553. UH .766,-

Rp. 130.000.000,-
Hp . 30.000.000,-
Rp . 20.000.000.-
Rp 48 .556.059,-
16 Maret 1999 hingga 
Rp. 115.060.709,-
Rp. 343.616.768,-

12. Dengan demikian kekurangan Tennohon lIntuk membayar kepada PemohonRp: 
553 .181.766,- - Rp. 343 .616.768,- = 209.564.998,-(dua ratussembilan juta lima 
ratlls enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) . 

13. Akibat Temlohon mengangkul barang uerbahaya yang bersifat merusak selia muatan 
yang dipaksakan sebagaimana diuraikan dalam point 7 dan 8 diatas, maka 
mengakibalkan palka kapal IUsak. Se~ingga Termohon pad. alJ'ir masa Chal~ 
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hingga diajukan masalah ini ke BANI lawa Timur, Ter~nohon tidak pernah 
melakukan kewajiban penyerahan kapal yang dituangk~ndalam berita Acara 
Penyerahan kembali (Off Hire Certificate) sebagaimana yang diatuf dalam pasal 5 
perjanjian. Yang seharusnya kapal diserahkan dalam keadaan sania baiknya dengan 
keadan pada waktu kapal diserahkan Pemohon . kepada Termohon tanggal 16 
Desember 1998. 

14. Sebagaimana yang diperjanjikan dalam pasall1 peljanjian, pembayaran larif sew a 
dilakukan dimuka, untuk pembayaran pertama disetujui 60 (enam puluh) hari . Dan 
pembayaran berikutnya adalah 10 hari sebelum mas a sewa bulan kedua berakhir. 
Temyata Termohon tidak membayar sesLiai yang diperjanjikan lersebut, Pemohonpllll 
toleran. namun hingga sewa kapat berakhir Agustus 1999 sebagaimana disebut dialas 
Temlohon tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga Termohon telah menghambat 
keuntungan yang seharusnya diterima oleh Pemohon dalam hal i&li mulai Agustus 
1999 hingga diajukan sengketa ini dan diputus BANI, keuntungan itu diperkirahkan 
60 % dari nulai tagihan atau Rp. 125.7338.998,80 (seratus dua puluh lima jUla tujuh 
ratus tiga puluh delapan ribu sembi Ian ratus selllbilan puluh ddapan rupiah delapan 
PUlllh sen). 

IS . Mengingat Termohon kalau ditagih selalu mbulet, tanpa alasan yang sah, maka perlu 
sanksi keterlambatan Termohon melaksanakan putusan ini, dalam hal ini layak Rp. 
100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari kelambatan sejak putllsan diucapkan. 

16. Mengingat besarnya tuntutan Pemohon dan agar terjamin pembayarannya maka palut 
diletakkan sita jaminan at as hart a Termohon, yaitu : 
a. Tanahlbangunan beserta segala yang ada di dalamnya (empat lillggal Terlllohon 

terletak di : lalan Dharmahusada Jndah Utara B-IV/28 Surabaya. 
b. Bangunan serta segala yang ada di dalamnya yang dipakai kantor Ttrmohun 

terletak di Ialan Benteng Nomor 6 Surabaya. 

Berdasarkan Uiaian diatas, maka mohon BANl memlliuskan : 
I. Menerima permohonan Pemoholl. 
2. Memerintahkanlmenghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon 

sebesar Rp. 209.564,998,-(duaratus sembi Ian juta lima ralus enampuluh empat 
ribu sembi Ian ratus sembilan puluh delapan rupiah) ditambah Rp 50. ODd 000,00 
(lima puluh juta) akibat kerusakan mualan barang tcriarang!oci oahaya. 

3. Menetapkan jumlah Rp. 209.564.998,-(duaratus semuilan jUla liUHt raws 
enampuluh empat ribu sembilan ralus sembi Ian puluh ddapan rupiah) ditambah 
Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berbunga 3% perbulan lerhitung mulai 
bulan September 1999 hingga dibayar kewajiban Tcnllohon sccara kontan. 

4. Menghukum Termohon untuk membayar keunlungan lCllnlungan yallg 
seharusnya didapat Pemobon akibal terlambat membayar scwa scocsar 60 % dari 
nilai tagihan (Rp. 209.564.998,-) atau Rp. 125.738.998,80 (scratus duapuluh lima 
juta tujuh ratus tiga puluh deJapan ribu semuilan [lshlS ~clllbilan puluh dclapan 
rupiah ddapan puluh sen). 

5. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohull Rp. 100.000,-(seralus 
ribu rupiah) per · hari kelambatan Termohon melaksanakan putusan ini sejak 
putusan ini diucapkan. 

6. Menyatakan sah dan berharga sila jamninan yang diletakkan dalam perkara ini . 
Atau 

Apabila BANl menentukan lain maka mohonputusan/pen~tapan yang seadil
adilnya. 

Disamping itu juga Pemohon mengajukan Replik tanggal 6 Maret 2000 dan kesimpulan 
tanggal 12 luni 2000, yang merupakan bagian dari berkas perkara ini ini. 
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lawaban Termohon : 

1. Bhhwa, Termuhon menolak dcngall 1i;1'5"s S~hUllil ~i.!IiI · Jalil Pcmuholl oalam Surat 
Permohonannya, kecliali yang diakui SetafU il.:-,luiis (misalllya pain 1 sid 6 diakui 
h,benaranllya oleh Tcrmo\lon); . 

2. Bahwa, scdangkan dalil dulum p< :i ll 7. .. Jalali pCiluh dengall rekayasa; 
sellgaja"mengkarllbillg-hitalubn" Ti;;fII, .,llUIl, li~uk"u s",bagai penycbab UlJmJllya. 
Padahal penyebab kemsakan ('II/uti iHlfl) YL1110 S"L~i.:'i liya juslrll PClilohon sendifi; 

3. Bahwa, dalil seLagaimana Jillraikan (1.d"l1l puill 'L jiuti!S, al"sall-alasallilya yailll : 
a. PCmollon sebagai pengusalla lJda}'af'ili yallg :),,,Iall prufcsional, sdlalllsllya lid"k 

ceroboh dan melallggar azaz tCPillUlitll. t--li;,alllya, AUK ya .,t5 pulillg vil .. 1 
(Nachoda) old, J")cmolloli Iianya Jjs~,:t"II"i:l1l paJa s(!orang ymlg tidal.. berkompet~n 
yailu MUALIM I yang merang~ap scLilgui N&c1.uJa . SuJah barang tentu apaLila 
tCljadi musibah in casu (angill l..ellCCtug, &tIllS kUl.Il, dan ombak besar) MUALlM I 
terStblit lidi:ik mampu merlgllasuillya; 

o. Sdain ilU, usia kapal slId411t sanglll lua ,liIJII"l "<Hla luhun 1971 (uandingkan Jcngan 
I.ondisi moLil lahlln 1971) dan J..UI,,&i ICfS~LlIl :)dlalUsnya sudith waktunya untuk 
"ngedok". Namun olch Pemoholl sd .. lu dipCfl'illljl.tllg sampai 3(liga) l.ali. llal ini 
juga kecerouohan Pcmu\ton, Lalli-an d"pal dikategorikan Pcmoholl ldalt 
melakukan peruuatan me\anggar hukllm. Ab.ilJat dari keceroLohan Pemohon, 
st:i,ingga ada ueberapa komponen kap,,1 yaliB sangat vital; salah satunya yang 
u~rfuJlgsi sebagai keseimbangan (L4SI4SS) liJuk dapal berfungsi secara matsimal. 
Karena sudah keroposlbocor termakan ol-.;h usianya sendiri; 

h"IIW4:I, lllltuk menlltupi kek.u,·angau -kd,uJi:llIgiSll lQ';,cLlIt, maka Pemohon mengarang 
sHalu ceriia sG(tkan kctiJak-s\!illluan..gn!1 l.ap.s1 lClscLul (baca, kapul menjadi miring) 
hrcna /Iluatan Lpal melebil.i kapasilas alliU rlIU81aJlnya dipaksakan; 

Uitllwa, padahal yang seuenarnya IllUdll.til b.ap41llefs~Lut Lclllm mdebihi kap"silas J,m 
juga sama sekali lidak benar jika ada pcmal,.saan dalum ptmuatan kapal tel sd)ut~ 

B<lhwa, sccaJit hu1.ulll "pclll"l,.saall" kLilt .1,tllI !tanls diLuklikan un sur l,.)ia dall 
hJuJul,.all pihak yang dipaksa serta dcngan cara maupun sejauh lllana p"nhlksaan 
I.:ljadi Bahkan uagaimana rcaksi pihuk yang dipaksa setdah adanya peltli.lksaan 
lcrsdJllt . 11 ,,1 ini hams jelas. Sellingga pelllLuktiannya tiJak clikup dcngan sueat 
I,\!ril.s acara sc\ain isinya kabur juga sural lerscLul dibual olch seorang yang nota bene 
1I111:.ill daJam pcnguasaan Pemohon; 

Hal.wa, masalah mualan yang mekLihi i.apasitas. Si;;oenarnya berdasarkan surat 
ItGlJ,,"ji.n paWlI 13, apaoila kapal lerallcam Lcsclwnlilallnya, seorang Nachoda diued 
I,,,~ l>enul. unlu~ meOlbuang sc:bagian Ililuslan SCllllpai kapal lerst;uul dalam kondi:;i 
sl"Lil. ' 
Dcrdasarkan pengakuan Pemohon sendiri, MUAUM I sudah melakukan langkah ill!. 
KeJi yataannya bpal masih terus miring. Atas . dasar fakta ini, maka ada 2 (dua) 
kemungkinan p~nyebab utamanya: Pertanta, al"t fimgsi }.;~seimbangan dalam kapal 
memang sudab tidak berfungsi lagi dan atau, Kedua: karena dasyatnya musibah 
hingga diluar Latas kemampuan manusia; 

Baltwa, hal yang terakhir ini sesuai dengaJ1 pellgakuan Pemohon sendid dalam sural 
pennohonannya (hal,2 baris 26 sid 31 dan baris 38 sid 40) diuraikan dengan jdas dan 
gamulang jika kemiringan sampai 14 derajat disebabkan karena 11111sioah angin 
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kencang, arus l'uat, dan ombak ~esar. Dan lagi, menu rut Tennohon.juga disebabkan 
fungsi keseimbangan kapal (balast) sudah tidak berfungsi lagi;~; , 

Bahwa, dengan demikian karena kerusakan (quod non) terjadi bukan karena 
kesalahan Termohon. Maka secara hukum, keadilan, dan kepatutan (ex.pasal 56 (1) 
UU No.30/1999) TemlOhon tidak dapat dibebani blaya perbaikan kapal yang rusak 
disebabkan kesalahan Pernohon sendiri sebesar Rp .. 22.676.000,- maupun mengganli 
biaya kehilangan alat keselarnatan kapal sebesar Rp. 6.834.000,- karena selain bukan 
akibat kesalahan Tennohon juga yang rnemakai alat tersebut hingga hilang adalah 
anak bllah Pemohon sendiri; 

Bahwa, rnenanggapi poin 8 perlu ditegaskan jika barang rnuatan Tennohon sarna 
sekali tidak rnengandllng unsur-unsur sebagairnana tuduhan Pemohon . Salah salu 
bukti, barang muatan Terrnohon baik ketika pernuatan mall pun pembongkaran di 
pelabuhan, tidak diperrnasalahkan oleh syahbandar seternpat, ada atau tidak adanya 
IJIO; 

Dahwa, apabila dalarn hal ini temyata Pernohon rnempermasalahkannya adalah tidak 
mempullyai kewenangan hukum (diskwatifikasi in person); 

Bahwa, sehllbungan datil Pernohon yang rnenyatakan adanya kerusakall akibat barang 
rnuatan Termohon sehingga rnenelan biaya Rp. 50.000.000,- adalah juga tidak lebih 
hanya mengarang cerita yang dipaksakan. Terbukti tidak sekaligus dijelaskan yang 
rusak dibagikan kapat yang mana dan dengan cara apa serta bagaimana barang 
muatan tersebut rnerusak. Hal ini tidak jelas. Baltkan biaya kerugian sebesar ilu 
perincian dan bl~ktinya apa saja, juga tidak jdas; 

Bahwa, old. karena itu dalil-datil tersehut kabul' atau tidak jclas. Maka llinlulall 
mengellai hal ini mohon Majelis Arbiter mengesarnpingkan saja; 

Bahwa, untuk rnenanggapi poin 9, 10, J 1 dan 12 dapat dibaca dalam jawabilll 
Termolaon poin 10 berikutnya; 

Dahwa, sedangkan rnenanggapi poin 13, Tennohon menganggap tidak lh;ilu 
ditanggapi secara khusus. Yang jelas antara Pemoholl dan Terrnohon sudah st!pakal 
jika balas akhir sewa (OFF - HIRE) adalah tanggal 18 Agustus 1999. Sedangkull 
masalah pellyt:rah~n kapal kenapa tidak sama kondisinya dengan kelika pCllycrahan 
awal, sudah cukup ditanggapi Termohon dengan alasan-a.lasan sebagaimana diuraiLw 
da1am poin 3 dan 4 diatas; 

Bahwa, sedangkan rnenanggapi poin 14 kenapa sctclah berakl.irnya ~cwa paJa 
langgal 18 Agustus 1999 Tennohon tidak memenuhi tagihan Pemohon. MCllurul 
Tennoholl karena berdasarkan pasal 17 surat perjanjjan apabila terjadi perselisihan 
pendapat antara Pernohon dengan Termohon yang tidak bisa diselesaikan secara 
rnusyawarah/rnufakat, rnaka altematif terakhir diselesaikan rnelalui BANI. Dan saat 
ini rnasih/sedang dalam proses dan belum ada putusan berapa besar kewajiban secara 
riel bagi Terrnohon. Oleh karena itu rnasih dibenarkan oleh hukurn Termohon belum 
mernenuhi kewajibannya rnenunggu sarnpai ada putusan yang final. Se~lingga apabila 
Tennohon didalilkan tdah rnengharnbat keuntllngan sebesar 6%, selain tidak ada 
atllran hukurnnya juga tuntutan ini terlalu prernatur; 
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Dcnl 
, 

8. Bahwa, begitu pula tuntutan sebagairnana dalarn pain 15. Karen.a belurn ada pulusan 
BANI berapa \>esar kewajiban secara riel bagi Termohon. Maka. oleh hukum masih 
dibenarkan Terrnohon belum rnernenuhi sebagairnana tagihan Pernohon. Dengan 
dernikian tuntutan uang paksa sebesar Rp: 100.000,- per hari selain ilusi juga tidak 
bedandaskan hukurn . Karena perkara in casu bukandalarn klasifikasi riel, melainkan 
pembayaran uang; 

9. Bahwa, menanggapi mengenai barang-barang yang rencana akan disila sebagairnana 
diuraikan dalarn poin 16 surat pemlOhonan Pemohon. Termohon menganggap tidak 
perlu ditanggapi secara khusus, hanya diingatkan hati-hali sebclum mdangkah; 

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas rnaka Termohon rnellgajukall rincian hak 
Pernohon sebagaimana berikut : 
a. Masa chalter 8 (delapan) bulan 2 (dua) hari, dari tanggal 16 Desember 1998 sid 

18 Agustus 1999 nilai sewanya adalah : 
242 had X Rp. 2.11 1.133,- = Rp. 510.894 .266,-

Namun selarna pelayaran kapal sering berhenti (delay) sampai 71 (tujuh puluh 
satu) hari (perincian delay bertanda T -1). Oleh karena itu nilai ddaynya adalah : 
71 hari X Rp. 2.111.133,- = Rp. 149.890.443,-

Berdasal kan pasal 14 surat peIjanjian, maka nilui sewa ad<1lah : 
Rp. 510.894 .266,- - Rp. 149.890.443,- = Rp. 361 .003 .823,-; 

b. Uang transfer dari Pemohon yang diterima Terrnohon Sc.:bcsar Rp. 11.777.500,
sudah dipergunakan sesuai Jengan tanggung jawab Terrnohon. Kecuali Uang Trip 
ADK, itupun oleh Terrnohon diakui sebesar Rp. 500.000,-; karena baru berjalan 
"separoh" perj.llanan; 

c. Mengenai biaya kerusakan kapal sebesar Rp. 22676.000,- dan kehilangan ala. 
keselamatan kapal sebesar Rp. 6.834.000,- bukan tauggung jawab Tcrmohon. 
Kecuali Uang Trip ABK, itupun oleh Terrnohon diakui sebesar Rp. 500.000,- ; 
karena baru berjalan "separoh' perjalanan; 

d. Oengan dClllikian hak Pemohon kepada Termohon seluruhnya adalah : 
Hp. 361.003.823,- + Rp. 500.000,- = Rp. 361.503 .823,-

II . Dahwa, sedangkan Terrnohon selarna masa charter tdah mengcluarkan' biaya-biaya 
baik dalam Lentul uang tunai, pembelanjaan bar~ng- barang maupun kompensasi -
kompensasi barang seluruhnya sebesar Rp. 354.338.165,- (perincian hal ini bertanda 
T-3), 

12. Baliwa, dellgan demikian kewajiban Termohon yang harus membayar kepada 
Pemohon adalah : 
Rp. 361.503.823,- - Rp. 354.338.165,- = Rp.7.165.658,-; 

Berdasar hal-hal tersebut di.atas, mohon tuntutan dalam Surat Permohonan Pemohon . 
seluruhnya ditolak, dan at au mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Disamping itu pihak Termohon mengajukan DupJik tanggal 20 Maret 2000 dan 
kesirnpulan tanggal 12 Juni 2000, yang merupakan bagian dari berkas perkara ini . 

I 
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Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohon~nnya Pemohon tdah 
mengajukan bukti tertulis dan foto sebagai berikllt : 

) . P.l - Sural Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal No. 023/DK!Xll/98 tangg"1 8 Desember 
19Y8. 

2. T.2 = Berita Acara Penerimaan Kapal (1'3 butir 164) 
3. P.3 = Serlifikat Klasifikasi Sementara mesin . KM.\Varingin Sejahtera No. Rt!g. 2137 

tel1anggal 26 Desember 1998 dari Biro Klasitlkasi Indonesia 
4. PA = Sel1itikat Klasitlkasi Semelltara Lambung KM. Waringin Sejahtera No. Reg. 

2137 tertanggal 26 Desember 1998 dari Biro Indonesia 
S. P.S.= Sertifikat Keselamatan Telepon Radio Kapal Barang nomoI' 

PY.6521271/09/ADPL.SBA.99 atas kapal Waringin Sejahtera tertanggal 9 
Seplember 1999 dari Adpel Tanjung Perak Surabaya. 

6. P.6.= Sertifikat keselamatan Nomor PY.6SII271/09IADPL.S13A.99 at as Kapat 
Waringin Sejahtera tertanggal 09 September 1999 dari Adpel Tanjllng Perak 
Surabaya 

7. P.7 = Tanda terima dari Termohon senilai Rp. 11.777.500,00 
8 P8 = Sural dari Gowel Marine & transportation Services/PT Growellirica Balu 

Amp,lr Batam Delivery Order No. 027/GW/Vl[-99 dalam pemuatan Kapal 
Warillgin Sejahtera tanggal 27 Juli 1999 dari Plilau Balam. 

9. P.9 = Surat Keterangan No. UMOOIOI/08/ADPL.SBA.99 tanggal 31 Aguslus 1999 
dari Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 

10. P. 1O = International Maritime Dangerous Goods Code Volume IV Class 8 dari 
International Maritime Organization (IMO) londun, lialaman 8225/8226 
UN.No. 1824 dan 8214 UN.No. 1814. 

II. P. II = Buku Barian Kapal Waringin Sejatera untuk Dck mulai langgal 26 Juli 1 ~N~ 
hlngga langgal 28 Agustus 1999. 

12. P.12 = Berila Acara KM Waringin Sejahtera langgal 27 hingga 29 Juli 19')9 ukh 
<.:hil.:f Ofiicer Kapal. 

13 . P. l3 = Berita Acara KM Waringin Sejahtera tallggal 29 JlIli 1999, 03 Agusllls 19')9 , 
OS Agustus 1999, 08 Agustus 1999 oleh Chief Officer kapal. 

14. P.14 = FOlo Palka II double bottom Kapal Waringin Sejahtera yang bocor. 
15 . P. IS = Foto Palka II double bottom Kapal Waringin Scjahtera yang rusak. 
16. P 16 = Foto Lcbcrapa macam kerusakan kapal Waringin Sejahtcra akibal 11111<1[all 

dipaksakan dan terkena barang berbahaya yang bersifat merusaklkorosif Juga 
akibat dipaksakan masuk 2 (dua) forklift dalam kapa!. 

17. P.17 = Foto kerusakan kapal di alas palka I 
18 P.18 A = Kwilansi tanda terima serta Daftar Rincian Pekerjaan KM . Wal illgill 

Sejahtera dari PT. Pcrintis Utama tertanggal 20 Maret 2000. 
19. P.19=Sural dari PT. Tridaya Kargo Sentra Nomor 1IS/TCC-BJt\.I/YIII /'J'J 

tel1anggal Banjarmasin II Agustus 1999. 
20. P20 = Sural Nomor 62/OUS/UM-I/VIlI/99 dari PT. Aina lJsaha Surya (Pl:lI\llilllll) 

lCI1anggai II Agustlls 1999 kepada PT. Trijaya Kargo Sentta 
21. P.21 = Sural Tagihan dari PT. Hamudaya LintasSamlidera No . 120/1l1.S

BJMJVIIlI99 tertallggal Balljarmasin 18 AgllStus 1999 
22.P.22 = Sural Tagihan dari PT. Hamudaya Lilltas Samudera Nomor 121/HLS

BJMlVIlJl99 tertanggal Banjarmasin 23 AgllStllS 1999. 
23 . P.23 = Bukti ~etoran tunai Rp. 22.676.000,00 tanggal 25 AgUS1.lJS 1999. 

Menimbang, bahwa ulltuk memperkuat sanggahannya Termohon 
mengajukan Lukti terlulis sebagai berikut : 
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· Satu Lendel T 1 = Rekapitulasi rincian delay "KM. Waringin Sejahtera" Selal\1a sewa 
berlangsung dengan perhitungan ·jumlah hari maupun nilai uang. 

· Satu bendel T2 = Rekapitulasi perincian penerimaan dan pengeluaran uang lunui 
sebesar Rp. 11.777.000,- dari Pemohon ke dan atau oleh Termohon. 

· Satu Lendel T3 = Rekapitulasi seluruh keperluan L~aya operasi baik dalam benluk 
langsung maupun kornpensasi dan pernbayaran liang sewa kapal yang Idah 
dikeluarkan oleh TetIDohon untuk kepentingan "KM. Waringin Sejahtera". 

· Satu bendd T4 = Surat dari Pemohon yang menunjukkan jika ketika kapal terjadi 
rnusiLah pada tanggal S Agustus 1999 bukan disebabkan rnualan yang mdebihi 
kapasitas, melainkan karena rnuatan ringan (narnun salah penernpatan), hingga terjaJi 
kapal mudah oleng. 

· Satu Lendel TS = Persyaratan Minimal Ijazah Perwira Kapal Muatan Barang dil>awah 
I.SOO Ton. 

PERTIMUANGAN lIlJI(UM: 

Menirnbang, bahwa Majelis Arbiter sejak perrnulaan sidang salllpai dcngan 
emeriksaan al-hir perkara ini, telah berusaha mendamaikan kedua Ldah pihak, nalllun 
1ajdis AI Liter liduk berhasil mendamaikan, sehingga pemeriksaan pcrkara illi 
ilanjllt"all ; 

McnimLang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dlla) orang saksi yaitll SJr. 
laud Mangandai dan Singgih Prayogi, nalllun pada waklll persidangall llIendengal "an 
tksi yang hadir hanya 1 (satu) saksi, sehingga yang diperiksa hanya yang datang di 
ersidangan yaitu Saudara Daud Mangandai; 

4lksi Baud Mallgaudai : 
ada siJallg tanggal IS Mei 2000 mcnerallgkan dibawah sumpala sl:bagai baiku[ . 

Saksi bckerja sebagai MUAl.IM I Ji K~1 Citra MillclliullI, sebelulIl h~I-~ljJ di siui , 
sak~i bd,crja di KM . Warillgill Scjalalcla, Lckas karyawan PClllohon, 
K~ 1. Waringin Scjahtera bertonasc Gross Tonase 360 Ton, DVt'l I. sou 1011 , 

MUl1tl11l dinl1ikkan dari pelaLuhan Batam bel1Jpa Pallet dan drum yang lIkurallnya 
besar-besar sehingga sduruh palka dan dek penuh; 
lJutu\-" memual barang-oaJang tersebut dil-apal diperlllkan crane y,lIIg Jld.!Iullgi-..an 
okh Termolion "arena crane di "apJl rusal- , 
Sdaill (.;rane diperglllll1kan juga rUI "lift yang dimasukkan kedalal1l palka "apal , yang 
Ldakibat kerusakan lantai dasar palka terutama bagian lantai yang terbllat dari kaYll; 
Mcnurut saksi kapal tidak l1lal1lpu untu~ IlIcmuat barang-barang Termohon, dengf}ll 
"I"sall Lallwa keseimbangan kapal sudah tidak sempuma yang dapal IlIclIgakil>at"an 
~ltpltl miring, namun Tcrmohon IIIcmaksakan kehendaknya, sehingga saksi tiJak 
kuasa menolak kecuali terhadap 43 pallet yang ditinggalkan di pelabuhan Ualam; 
Ketila kapal berangkat nalllpltl lap,,1 olcng Icbih-lebih s~telah timblll angin kCllcang 
Jan diltantam omLa~ besar ~cmlflngan kapal makin mema"sa sa~si untllk 
rnelliouang 4 pallet (16 drum) ke laut; 
Karena l>adai mengakibatkan kemiringall kapal yang makin memoahayakan maka 
saksi berinisiatif untuk rnengkandaskan kapal agar kapal tidak tenggel~m di posisi 
011; 
Kemudian saksi menyiarkan s.o.s. dan 8 Anak Buah Kapal (ABK) .di tolong oleh 
kapal nelayan ke darat, kapal kernudian berlayar ke Banjarmasin untuk bongkar 
muatan, barang diangkut lewat jalan darat ke tempat tujuan : 
Kapat rnengalami kerusakan cerobong dan alat navigasi, kapal tidak berangkat ke 

Biringkasih tetapi diarahkan ke Ujung Pandang ; ~/ 
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Pad a waktu kapal berada di Pantoloan kapu) tidak sandar di dal~m menunggu paIldu 
untuk masllk ke rede dalam" akhirnya kapal sandar di dermaga . Hasanudin untuk 
perbaikan las cerobong dan tiang navigasi~ 
Setdah selesai perbaikan kapal diarahkan ke Gersik yang seharusnya duri 
Bonemanjing ke Belawan dalam keadaan kosong tanpa nlllatan~ 
Saksi menyatakan tiJak tahu rnenahll t(;utang aJanya muatan bahan kimia yang 
bcrLahaya, kapasitas kapal 562 pallet dill1uati 60~ pallet . 

M~ninlballg, bahwa Termohon tduh meng(ljukan 6 (cnam) orang saksi yuilU : 
I . Adllnat Rocky Suherman Pejabat Syallbanddf Pdabuhan Tanjung Perak Surabaya 
2. T t!am ITS Perkapalan, Dosen Altli dibiJallg Stubilitas Kapat 
3. 1'. Sukaryo Ex KM . Waringin Sejal,lera , Kl:p.dL1 Kamar Mesin 
4. I kndik K Ex K~l Waringin Sejahtera , Mllalim n 
5. lIariyadi Ex KM . Waringin Sejatera, Mandor 
6. A. Munadji Ex KM . Waringin Sejatera, Nacl,oda 
( DaOar Saksi yang diuslllkan olch Termohon tennllat dulam suratnya tanggal 24 Api it 
2000); 

Menimbang, bahwa memperhatikan dallar. saksi tersebut piltak. Pcmolton 
berkeberatan terhadap saksi 3, 4, dan 5 dengan alasan ketiga-tiganya adalah u\.!kas 
l-aryawan Pemohon, yang no. 4 mengundurkan did dan nomor 3, 5 di PHK (Jipecal), 
1II1tlik mengualkan penolakan terhadap ketiga calon saksi tersebut Pemohon menyerahkan 
surat-sural pemecalan (PHK) ~ 

l\·fengenai hal ini Majelis mempellimbangkan sebagai berikut bahwa keliga cC1lon saksi 
tersculil ~ 

1. T. SlJkaryo (Oi PHK Pemohon) 
2. IIenJik K (berheoti lJekerja) 
3. IIaryadi (Oi PHK Pemohon) 

Keliga calon saksi terseuut diatas memang pernah IJckerja pada P~mohon t~lapi tdab Ji 
pecat (PHK), berltenli kemudian u.:kerja dan m.;nerima upali dari Tennoh0n; 
13erJasai kan jiwa pasal 145 dan pasal 172 IIlR, Majelis ArLiler berpendapat datam 
kondisi ketiga calon saksi diatas sukar diharapkall oby(:klifitasnya, mi:;kipun lIIt!ld.a 
disumpah, atas dasar pertimbangan inilah maka Majdis Arbiter tidak dapat mellgabulkall 
ketiganya menjadi saksi Termohon; 

MenimbaI1g, bahwa sidang-sidang berikulnya TemlOhon meminla sekali lagi agar 
Majdis Arbiter bersedia mendengarkan kctiga calon saksi tersculil dcngan alasan 
seharang ketiga calon saksi yang diajllkan sudalJ tiJuk bekerja lagi di Termoiloll, 1I1l11lk 
ini Mujelis Arbiter lelap menolak; 

Menimbang, uahwa alas kcueratan Tcrmohon kapal KM . Waringin Sejaillera 
(Kapal Pemohon) tidak di pimpin oleh Nakhoda tetapi hanya olc:h Mllalim I, Majdis 
berpendapat bahwa kedua belah pihak tdah menget~lJui Mualim 1 yang menjadi 
pimpiuan diatas kapal KM Waringin Sejahtera dall llal ini di mUllgkinkan mcnurut 
UtJJang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran terutama pasal 59; 

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan kepada Termohon llntuk 
mengajukan calon saksinya, temyata yang berhasil diajukan hanya Achmat Rocky 
Suherman, sedangkan Team Ahli ITS dan Ahmad Mimadji sampai sidang berakhir tidak 
berltasil dihadirkan olclt Terffiohon; ~ 
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Sal{si Achmat Rociey Suherma~l ; . 
Pada sidang tangg~l 15 Mei 2000 menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : 

Saksi karena jabatannya sebagai Kepala Seksi Tertib Bandar pad a Kesyahbandaran 
Tanjung Perak Surabaya bertugas memberikan sertifikal kapal tentang kesempurnaan 
kapaVkeselamatan kapal, radio, lambung dan ukuran kapal; 
Pengertian layak layar adalah kapal berlayar harns dengan surat-surat lengkap; 
Saksi menerangkan tidak mungkin dijinkan berangkat apabila kurang dokumennya; 
Pengecekan yang dilakukan saksi adalah 
a. Phisik : Kapal dan ABK 
b. Non Phisik : Dokumen / surat-surat lainnya 

Untuk mengetahui kapal muat barang berbahaya at au tidak dapal dilihat pad a daftar 
lmku kapal ; 
'Saksi menerangkan kemungkinan barang-barang yang dimuat barang berbahaya dapal 
menimbulkan atau mernsak kapal karena Caustic Soda, selain usia kapal dibual lahull 
1971, namun menurut saksi kernsakan tidak sampai seperti yang nampak dari tolo
foto yang ditunjukkan dalam sidang; 
Saksi menerangkan wewenang untuk menentukan muatan kapal dan cara penYlisunan 
barang-barang serta pemberangkatan kapat itu ada pada Nachoda dan Mualim 1 
Kapal tidak layak layar bila perbandillgan muatan kapat dial as dc:k dan didalam palka 
lidak berimbang; 
Tentang force mayeur harns dibual Uerita Acara unluk Syahbandar dan para pihak ; 
Berdasarkan taporan Stafnya, saksi membenarkan telah mcngduarkall sural 
keterangan tentang bahan kimicr Causlik Soda dan Potasium Hydroxide yang 
dikategorikan bahan-bahan berbahaya; 
Tentang sifat korosifnya (mudah mernsak) atau Lersifal asam maka penclllpalallllya 
harus diatu.r lersendiri; 

Saksi If. Syamsudin Afaudi, I\1S : 
Saksi adalah Dosen TClap jurusan Tcknik Kimia FTl - ITS yang dihadirkan old. ~tdjdi!> 
Arbiter sebagai S(1ksi Ahli mcmberi kelerangan dibawah sumpah pad a sidang tanggal 21) 
Mei 2000, sebagai berikut : 

Caustic Soda (Na Oil) dan Potassium Hydroxide (K Oil) kemasannya hanls 
memenuhi aturan-aturan khusus sesuai dcngan kclentllan-kctcntllan yang dilllnju~kan 
didepan pcrsidangan yailu unluk barang uerbahaya benrLenluk padal syal al 
kemasannya bcrbeda dengan barang berbahaya yang berbenluk cair, apabila padal 
hams dibungkus plastik dulu baru dimasukkan kedalam drum; 
Tidltk dapal memaslikan apakah Na 011 dan K 011 yang dimual di palka dalam waklll 
singkltt daral menimbulkan korosif s~pcrli yang nampak dari foto -folO di persidangall 
karena dipcllukan penditian !chih dahulu ICHlang kronologis sejak awal Juga ICHlang 
sejauhmana pengaruh air laut terhadap bahan-ballan kimia terseLul; 
Selain itu saksi tidak dapal menerangkan ~ra pasti tentang kor~sif yang lcrdapal 
dalam foto -foto ilu lanpa mdihal l>.han bllt~lI ~mpurallnya delllikian juga herapa 
lama kecepalan korosif pada bahan-bahan tcrseLut~ 

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli diatas Mejelis berpendapat tidak 
dapat dipastikan bahwa kerusakan pada badan kapal (palka I dan II) seperti pad a foto 
buk1i P14, PIS, PI6 dan PI7) disebabkan karena bahan kimia Na OB dan K OB yang 
dimuat dalam kapal KM. Waringin Sejatera (Milik Pemohon) datam pelayaran dari 
Belawan sampai Banjarmasin~ 
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Menimbang, bahwa setelah Majelis Arbiter mempelajari perillo honan, Replik, 
Saksi, alat-alat bukti tertulis dan Kesimpulan Pemohon, serta jawabali, Duplik, Saksi
saksi, alat-alat bui-.'1i tertulis dan Kesimpulan Termohon, Majelis berpendapat bahwa inti 
masalah hukumnya (legal issue) adalah adanya perbedaan perhitungan dan penafsiran 
akibat penilaian yang tidak sama antara Pemohon dan Termohon terhadap Surat 
Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal No. 023IDKlXlU98 tanggaI8-12-98 (bukti Pl)~ 

Menimbang, bahwa Majelis Arbiter tetah menemukan selain perbedaan
perbedaan diantara Pemohon dan Termohon terbukti ada persamaan dianlara kedua belah 
pihak ~ 

Menimbang, bahwa persamaan diantara Pemohon dan Termohon yailu : 
a. Besarnya Uang Charter Kapal Rp. 510.894.266,- (Lima ratus sepullih juta de1apan 

ratus sembilan puluh empat ribu dua ralus enampuluh enam mpiah)~ 
b. Pemohon telah mentransfer uang kepada Termohon dan tetah diakui oleh Terillohon 

uang transfer tersebut sebesar Rp. 11.777.500 (Sebelas juta tlljuh ralus tujuh puluh 
tujuh ribu lima ratus mpiah)~ 

Menimbang, bahwa Majelis ArLJiter memandang tiduk perlu mempenimbangkan 
lehih lanjut terhadap persamaan tersebut diatas yang akan ditdaah adalah perhedaan 
antara kedua belah pihak yaitu ~ 

I. lumlah delay (keteriambatan) yang menUllJt Pemohon 23 hari, menurul Tennoholl 
71 hari; 

2. lumlah besarnya biaya operasional selama persewaan kapal oleh Termohon; 
3. Termohon mas~h mempunyai kewajiban yang hams dibayar kepaJa Pcmohon Kp . 

209.564.998,-(Jua ralus sembilan juta lima ratus enampuluh empat ribu sembi Ian 
ratlls sembilan puluh delapan rupiah). 
Sedangkan Termohon bcrpendapat kcwajibannya l-epaJa Pcmulion tersisa Rp 
7.165.658,- (tujuh juta seratus enalllPuluh lima ribu cuam ralus lillla pllluh ddapall 
rupiah); 

4. Biaya uang trip Anak Buah Kapal (ABK) se1ama perscwaan kapal olch Termohon 
yang belum dibayar oleh Termoholl, 

5. Biaya perbaikan kerusakan sdama disewa oleh Termolton; 
6. Keuntungan yang seharusnya dilCI ima okh Pcmohon ; 
7. Adanya tuntutan biaya kcterlambalan pembayarau old. Tcnnuliol1; 
8. Mengenai Sita jaminan; 

Menimbang, bahwa Majclis Albiler sCldah mcmpcl<ljari claim kcdua bclah pil,ak 
dan memperhatikan dokuIllCIl -du~UIIICII yang ada dan bukli pCljanjian (P - I) sampai pada 
perhitungan delay adalah sebagai berikut: 
1. Tanggal 23 -12-1998 sslllpai dcngan tanggal 26 12- I <J9M Pd .. l>uhan Makasar, 

kapal sedang menjalani pC!lI1crikS(tan OKI, Illcnurul pcl1illltJIUlM411 ~1djclis AI bilcr 
seharusnya sural-surat sudah dipersiapkall oleh Pemoholl seLdumnya dan keadaan ini 
sudah diketahui oleh Tennohon, oleh karenanya resiko ditanggung kedua belah pihak 
sehingga Majelis Arbiter menetapkan : 2 (dua) hari delay; 

2. Tanggal 12-01-1999 sampai dengan tanggal 13-01-1999 di pelabuhan Makasar, kapal 
menunggu petugas pandu: bukan delay; 

3. Tanggal 22-01-1999 sampai dengan tanggal 31-01-1999 Pelabuhan Makasar, kapal 
memperbaiki cerobong, dan tiang lampu navigasi, berdasarkan laporan tibalberangkat 
kapal, yang dibuat oleh Nachoda tanggal 31 lanuari 1999 (TI-3) Majelis Arbiter 

menelapkan: 7 (Iujub) bari delay; 12 b 
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Tanggal 17-02-1999 sampai dengan tanggal 19-02-1999 Pelabuhan Makasar, posisi 
kapal nungging akibat beban inuatan, sehingga pedu memindati~.an beban, agar 
seimuang (lihat Berita Acara T1 -4 ) Majelis Arbiter menetapkan : bukan delay ~ 
Tanggal 17-03-1999 sarnpai dengan tanggaI23-03-1999 Pelabuhan Biringkassi, kapal 
tidak berangkat ke Biringkassi tapi kembali ke Ujung Pandang , berdasarkan Berita 
Acara tanggal 25 bukti TI-5 dan 6, Majelis Arbiter nlenetapkan : 2 (dua) hari delay~ 
Tanggal 25-03 - 1999 sampai dengan tanggal 26 ~03 - 1999 Pdabuhan Biringkassi, 
kapal menunggu alat navigasi dari Surabaya, berdasalkan bukti T 1-5 dan 6, Majelis 
Arbiter menetapkan : I (satu) hari delay; 
Tanggal 29-03 -1999 sampai dengan tanggal 04 - 04- 1999 di Pantotoan, karena 
tunggu pandu, bukti T1-7, Majel is Arbiter menetapkan: bukan delay; 
TanggC1t 25-04 -1999 sampai dengan tanggal 30-04-1999 kapat bersandar di 
Pdabuhan Gersik, mengambil peralalan, Maje\is Arbiter berpendapat : 4 (empaf) 
had dday; 

I. Tanggal 23-04-1999 sampai dengan langgal 25-04-1999 dan tanggal 30-04 - 1999 
sampai dengan 02-05-1999 Kapat di Pulau ?,,1atasiri, f\·1ajdis memperlimbangkan 
karella tidak didukung alat bukti asli (hanya foto copy), sehillgga di tolak sebagai alat 
uukli, Majelis Al biler menetapkan : bukan delay; 

.. Tanggal 22-06-1999 sampai dengan tanggal 06-07-.1 999 Pdabuhan Bonemanj iug, 
"-apal Lerdasarkan Berita Acara tanggal 17 Juli 1999 yang dibuat oldl Nakhoda bllkli 
TI-ll maka Majelis Arbiler menelapkan : 14 (em pat lJdas) hari delay; 

~ . Tanggal 19-07-1999 sampai dengan tanggal 21-07- 1999, Pelabuhan Belawan Medan, 
kapal sedang mellunggu kepaslian dari PT.BUS, bcrdasarkan T 1··12, Majelis Arbiter 
menetpkan : bul.an delay; 

~ . Tanggal 05-08-1999 sampai dengan tanggal 18-08-1999 mulai dari Pulau Datu 
hingga off hire di Banjarmasin karen a tidak ada dokumen dan uukan kesalahan 
Pemohon telapi ada larangan dari Administrasi Pelabllhan unluk kapal dilarang 
ueriayar dengan mllalan (tanpa Illuatan), Majelis Arbiter menctapkan: bul,an delay ; 

Dengau dcmikian jumlah dday seluruhnya adalah 30 (liga puluh) had; 

Mcnimbang, bahwa menurul perhitungan Majelis ArLiler jumlah dday adalah 3U 
iga puluh) hari dikalikan liang sewa kapa) per hari Rp. 2.111 .133,-(dua juta seralus 
~Le1as riuu seratus tigapuluh liga rupiah) = Up. 63.333.990,- (cnana pulula tiga juta liga 
alus tiga puluh liga dbu semlJilan ratus sembilan puluh mpiah); 

Menimbang, bahwa biaya keperluan operasional KM Waringin Sejahlera periode 
tnggal 09-12-1998 sampai dengan 18-08-1999 menurut Majclis Aruiler adalah seuagai 
eriklll : 

Menurut perhitungan Pemohon biaya operasional kapal = Rp. 343 .6i6.768,-(tiga 
ralus empat puluh tiga juta cnam ralus cnam bdas riuu lujuh ratus cnam puluh 
delapan rupiah); 
Menurut perhitungan Termohon biaya operasional kapal = Rp. 35·t338.165,-(tiga 
ralliS lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus cnam puluh lima 
rupiah); , 
Sedangkan Majelis Arbiter mempertimbangkan biaya operasional kapal = np. 
342.2 I 1.425-(tiga ratus empat puluh dua juta tlua a-atus sellclas .-illu cmpat ratus 
dua puluh lima rupiab) dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di 
bawah ini ; 
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Menimbang, bahwa tentang biaya operasional Majdis Arbite!' berpeudapat tiddk 
semua biaya operasional sepe11'i yang diajukan olch Termohon _ dalall1 bukli '1'3 
diperselisihkan maka Majelis Arbiter hanya akan rnemeriksa yang menjadi perselisihan, 
sedangkan yang tidak disangkal oleh Pemohon Majelis Arbiter berpendapat tidak ada 
perselisihan sehingga pertimbangan Majelis Arbiter scLagai berikut : 
1. Bukti T3 Nomor urut 93 yaitu 1 Unit Ie Regulated Power Supply type PS-30A, 

lengkap dengan Kipas Pendingin, 1 Ullil SSB Yaesu Hf-Transeeiver lype FT-80C, 
lengkap dengan Mikrofon dan Kabel Aeclinya, 1 Unit Pesawat VIIF 7000 merk 
King, lengkap dengan Mikrofon & Kabdnya, 1 Unit Test llljeetor Pump. 
Berdasarkan bukti T3 Nomor lIrut 93 Memo dari PT. BUS tanggal 27-04 - 19Y9 
ternyata dalam Berita Acara tersebut tidak dicaulu1lIkan harga, di pihak lain Pemohun 
rnenyatakan kelika "off hire" barang Icrsd)lll tid"k ada di kapal, tetapi ada lallda 
terimanya. Maka Majelis ArLiter mendapki.lll resiko ditanggung masing-Illasillg 
separoh yaitu Rp. 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) : 2 = 

Rp. 4.825.000,-(empat juta delapall ratus duapuluh lima ribu rupiah) ; 

2. Uukli T3 Nomor lImt 152, supply 17 lon solar/USn @ Rp 71 0,- kan:lla 
keterlalllbatan kapal bukan akibal kesalahan Terrnoilon, sedang Illenurul pcrja IIj iall 
bukli PI pasal 8 Lahan bakar (I ISO) Jan air tawar selama pcngoperasiall kapal 
mcnjadi tallggung jawab Termohon wapi lenlang solar (IIS0) yallg Icrcamjlllr ail 
maka lerhadap biaya ini Majtlis Arbiter llIenclap\..an dipikul ma:;illg-Illasing sepal ul. 
yailu Rp. 12.070.000,- (dua belas jUla lujuh plilull ribu rupiah) : 2 -= Itp. 6.035.000,
(cllalll ju(a tiga puluh lima ribu rupial.). 

3. D"hwu bukti T-3 nomor urut 163 dan 164 lernyala mengenai bal yang sama kalclI<.t 
waktu/tanggalnya sarna yaitu tanggal 18 Agustlls 1999 kelika kapal dinyatakall "ulr 
hire". . 
Sdain ilu permasalahannya juga sama yailu IIlcngcnai Lallan Laka .. ddll air lawdl , 

Baban bakar lernyata di hilung Jua kali yailu s\!wat:tll kapal "UII hirc" tallgg,d 1 u 
Ocsembcr 1998 (bukti T3 - 163) suJ"h Jikngkapi J.!ngan l>ailall l;,.\..ar 4500 likr 
ukh PtIllO!tUIi seJangkan Tcrmuilull masih IIlclIghilllllg 5. 1St) likl ) :,d'lll~gd 

Majelis AI Liler bcrpendapal peJiu ilIcllgurangi bahan bftkar yailll 5 7'01.) III~I dl 
kllrangi -4500 Iiler '- 1289 liler dClIgan barga Rp. 660,- per liler -- I :2'01.) l. X Hp 
660 = np. SSO.7-tO,-(deiapall ratus lima .. ulull riLn hljU ratlls CU1P4tt pulult 
liLu rupiah); 
Bahwa paJa "UII hirc" ptlsediaall ail lawar (Lul-ti '1'3 - 16-4) adalah -woo likl , · 
sedangkan lcrmollOn berpcnJapal lJallwa air lawar lIIilik f'cnycwaiTcllliullulI 
adalah 56 000 liler, schingga Majdis Arbiter mengllranginya dcngan 4000 liler 
(LuI-Ii T3-16"') IlIclijadi 52 .000 lilcr. AdapulIl,alganya adalah 52.000 liter X l{p 
8,- per lilel - Rp 416.000 (clllpal lalus Clldlllbdas ribll rupiah); 

Menimbang, bahwa dtngan demikian pel Iiitungan I'vlajelis AI biler 1I1l1uk bllkli "1"3 
nOlllor UI1I193, Lukli '1'3 nOnlor lIllIl 152 J.lllll nOlllur urut 163 · lot aJdlala !>cbagai 
berikul : 

1. Rp. 4.825.000,-
2. Rp.6.035 .000,-
3. Rp. 850.740,-
4. Rp. 416.000,-

Jumhth Up_ 12.126.740,- (dua belits jutlt !;eutus JUlt puluh emun ~'ibu tujuh l'atus 
empat puluh rupiah); 

~J 
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Menimballg bahwa dengan d(;mikian Majelis Arbiter berpendapat biaya 
opcrasional seluruhnya adalah Rp. 354.338.165,- - Rp. 12.126.740 .. -: = Rp. 342.2 t 1.425, 
(tiga .-alus empat puluh dua juta dua ralus sebelas dbu empat nltus dna puluh lima 
rupiah)j 

Menilllbang , Lilhwa tuntlltan Pemohon seLcsar Rp. 22 .676.000,- sebagai 
perbaikan tJiaya kapal menllrut bukti ··bllkti yang ada ternyata bukan lInluk perbaikall 
kapal, mdainkan untuK keperluan antara lain OPT, di Banjarmasin, tarnbat, labllh, pandu, 
pemeriksaan tJea clikai, air tawar dan BBM yang menurut ketentllan pasal 6 dan pasal 8 
pcrjanjian (tJukti PI) memang merllpakan lallggullg jawab PcnyewaiTermoholl. 
Beldasarkan tJuldi P II dan P22 semua beban Tennuhon kecuali keperJuan perpanjangan 
di:spensasi dan perpanjangan dokumeu kapal menllrut Pasal 7 tJukti PI, beban Pemohon, 
scllillgga Majelis Arbiter mengablilkall sebesar Rp. 22.676.000,- - Rp. ) .750.000,- -
np. 20.926.000,- (dua puluh juta sembililn ratlls dllapuluh CHam dlHJ rupi.ah. 

t\ lenilllLang, bahwa mengenai uang tfip ABK yang Ldllill terbayar oleh 
'l"ellllollon sebesar Rp. 1.000.000,- Majelis Arbiter berpendapat bahwa perjalallan kapal 
lersebut telah mengalami kecelakaan sebingga tidak dapat penuh 1 (salu) tIlP, ulth 
~arellallya Majdis Arbiter berpendapat wajar Lila AUK ruenerima uang perjalallan hUllya 
sd.H!Sar separohnya yaitu Rp. 500.000,- (lillla fa(us dbu rupiah); 

Mellirnbang, bahwa terhadap claim alat keselamatan kapal yang hilallg, rVlajdi:s 
At lJiler berpendapat alat keselamatan kapal tersebut lerpah:ai uleh ABK pada waklll 
leljadi kecelakaan kapal, berdasarkan pasal 6 dan pasal 8 peljanjian tanggungan 
Termohol1. Namun karena tidak ada buhli kehilangan dan tidak aJa Lukti harga barang 
yang hilang, maka Majelis Arbiter menolak pennoilonan ini ; 

t-.kniIllLallg, Lahwa dcngan demil-iall rillcidll Pemohon adalala s(;;uagai ueriklll . 
a Sewa kapal Rp. 5 10.894266,-
o. Transfer uang dari Pemohon yang sehafllsnya diuayar 

'I\:rmohon Rp. 11.777.500,-
c. l3iaya pemuelian dan keperluan kapal Rp. 20.926.000,-
J. Biaya uang tlip ABK [{p . 500000,: 

Jumlah kescluruhan Rp. 5-..... 097.766,-
(Lima .-atliS empat pulu" empat juta semLil .. n puluh tujuh 'ribu tujull ralus 
cllampuluh enam .-upiah)j 

Menimbang, bahwa dengan dCllli~iall riuciall Termohon , adalah sebagai lJeriklll : 
a Biaya operasional kapaJ selama disewa Rp. 342.211.425,-
b Uiaya delay 30 hari X Rp. 2. 111 133,- B.p_. _ 63 _111 09Q...: 

Jumlah keseluruhan Rp. 405.545.415,-
(empat n,tus lima juta lima .. atus empat lluluh lima ribu empa' ntttas lima 
Lelas ntpiflh); 

Maka karena itu Tem10hon masih hanls membayar kepada Pemohon sebesar Rp. 
544 .097.766,- - Rp. 405 .545.415,- = Rp. 138.552.351,- (sea'atus figa ptalult dclapall juha 

lima ratus lima puluh dua r.ibu tiga ratus lima puluh satu mpiah)j 

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukli yang ada dan keterangan saksi ahli 
yaitu Ir. Syamsudin Afandi MS dari ITS yang diJengar keterangannya didepan 
persidangan dimana saksi tidak dapat memastikan sebaL kerusakan kapal karena hahan 

1<: 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ARBITRASE SEBAGAI SARANA ... RULY HELENA SITORUS



kimia yang bersangkutan (Na OB dan K OB) maka Majclis Arbiter Lerke:;implilull 
kerusakan kapal sebagaimana didalilkan Pemohon yang diseLabkan ok!. bahan-bahan 
kimia yang berbahaya (Na OH dan K OH) sebesar Rp. 50.000.000,-(Iima plIluh juta 
rupiah) tidak dapat dikabulkan; 

Menimbang, balrwa Majelis Arbiter berpemJapat tuntutan Pemohon lerhaJap 
kerugian keuntungan yang seharusnya ditcrillla oleh Pcmolion, karena lilbk diperjanjikan 
haruslah tidak dikabulkan; 

Menimbang, bahwa Maj elis Arbiter berpendapat tuntutan Pemohon terhadap uang 
sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari keteriamlJalan, lidak dapat dikaolilkan 
karena llukan merupakan pengganti te/hadap suatu perbllatan; 

Menimbang, oaliwa tentang permohonan bllnga 3% (liga persen) perblilan karclla 
kehilangan keuntullgan yang seharusnya di krima Pemohon menurllt Majelis Arbiter 
dinilai wajar bcrdasarkan bukli bahwa Pemollon IlIcnlallg bcrltak alas lagiltall aJallya 
kekunlllgan kewajiban Termohon, namun Majelis Arb iter hanya Illengabulkan 2 % (dlla 
persen) perLlIlan yailu sesuai tingkat bllnga yang b\!r1aku dewasa ini dari jllmluh Hp. 
138.552.351,- (seralus tiga puluh dclapiHl jut .. lima j'atus lima puluh dua rilHI liga 
ratus lima pulula satu rupiah) terliitung Illlliai tanggal pendafiaran pefillollOlIan 
Pemohon; 

Meninlliang, bahwa Majc:iis Arbiter berpendapat pcrmohonall 1I1ltuk mellctapLlIl 
sita jalllinan walaupun diatllr dalam lJndang-Ulldang No. 30 talnUl 1999 lI.': lltallg 
Arbitrase namull tviajelis Al biter llcrpcudapat tidal... dapal Illcllgubulkall kart:J1a liJ .. k 
clIkup beralasan mengingat bahwa dalam persidallgan pihak Terllluitoll llltlllllljuU,all 
itikat baik unllik membayar kewajibannya, hanya h:rL(;ntur paJa selisill pcrililllllgall 
jumlab; 

rvknill111allg , balawa d\!lIg it ll lI1empcl'liatil\an Jail lIh':lIglllgal LJIlJallg- l JiIlluug Nv 
30 taluJIl 1999, Pcraluran Proscdlll BANI , lJlldallg 1I1ldang Pdayalall Nu 21 lahllll 1 'J l) ,!, 
IIIR dan perjalljian yang lei kail 

1\1 It: 1\1 11 '1' 11 S K A N 

I. MengaLulkan permnhollall Pelllolion 1I111llk scl>agian ; 

2. Mcnghukllill Telll l\l"ull lIIelllLayar kCPdlld PCIIlUII()1l lIallg scjullt1all HI" 

13H.S52.3SI,- (sentlliS li~a puluh ddllpan jill .. lilll .. "'tillS lima Jllliult tilla rillll 

liga ra'us lilll •• !lulu" ~ltlll fllpiltll) lIt'II~I'" 111('11(" illl. l"II~I ... llt.hli I'cllILllyanw 

yallg sah; 

3. Mcngliukum Termohon unluk membayar kepaJa PenlOlion Jt!llgan llunga sebesar 2 

% (dua pel'sen) pel'bulan dad jumlah Rp. 138.552.351,- (sCI'atus tiga puluh 

delap8n jutn lima ratus lima puluh dU8 ribu tiga ratus lima puluh satu ruPia~h 

'1\ 
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terhitung sejak perkara ini didaftarkan Ji Badan AflJ~trase Nasional Indonesia (uANI) 

Jawa Timur tanggal 23 Desember 1999 sampai dengan Termohon memLayar lunas 

kt:wujillall lenst:lJUI~ 

4. Ivknoluk pt::rmohonan Pem0hon yang sdain dan selcLjlll1ya~ 

5. ~;(cnetapkan putusan ini harus dilak~<lI1akan palillg lamlJat 30 (liga puluh) hari sejak 

Jiucapkan; 

6. M.:nghukulll kedua belah pihak IiIcmLayar biaya perkara masing-masing unluk 

sepcrJua Lagian~ 

Ocmikian Jipulus dan diucapkan hari ini Senin tallggal 03 Juli 2000 dan pad a hari itu 

diucapkan olch kami, Ny.llj . Hartini Modttar Kasran, SlJ selaku Ketua Majelis Arbiter 

sella (sanel fiaswedan, SH. dan Prof Dr.Rudhi l'rasetya,SB masing-masing seLagai 

Anggula Majdis Arliiler da!l di hadiri Drs. Gustu.f F.S. Binti, S({ , A.t11iftYd8ilr,-SH, 

) Samsul Anam, SH seba~ai kuasa Pemohull dew Ali Aspandi, SH SelJagai k.uasa , 
t T~rlllohou sella Richard Wahyudi,SH MS. sebagai Schetaris SiJung. 

Anggula-anggota 
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~ .. - .. '$£ 

blll~1 BasweJuu,SH 
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ProfDr.RuJI,i Prasetya, SII 

Ketlla Majdis ArLiler 

Ny Itjlla11ini Moclilar Kasrall,SH 

IYljhard Wahyudi,SH)vlS . 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ARBITRASE SEBAGAI SARANA ... RULY HELENA SITORUS


	cover
	hal persetujuan
	DAFTAR lSI
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BABIV
	DAFTAR BACAAN



